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PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 1S TAHTIN 2A2A

TENTANG
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BUPATI BARITO SEI.ATAI{

PROVINSI I{ALIMANTAT{ TENGAII

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR "i9 TAHUN 2O2A

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

TAHUN ANGGARAN 2A2A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

DAN BELANJA DAERAH

: a. bahwa kegiatan pembangunan y€ng dibiayai Anggaran

f"natpatan e.e Tahun Anggaran 2A2O harus

dilaksan n se.9afa,.berd'a.ya guna-dan berhasil guna agar

dapat lebih meningkatkan keserasian serta keterpaduan
..: ,... ,, .. ::: : .., 

.

-o*L.onmrnan 'intahan danpelaksanaqlr pernbanguna4, urusan pemer

pembinaan kernaefdiaka 'i Kabrrpaten Barito Selatan;

b. Bahwa ' untuk',,.,',..*ury kan' ' pengelolaan Anggaran

pendapatant, dan Be1ar+ja' Daerah s€cor, tertib, efisien,

ekonornis; efuktif; tf,ansparan, ,dan'terukur perlu adanya

pedoman dalarr.r .,pe1a&-qqqqeq;

c. bahwa sesuai ketentuanr'Fasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2oL9 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Bupati selaku pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan daerah berwenang menetapkan

kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;



Mengingat :

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O'

l.Undang-UndangNomor2TTahur-lg5gtentangPenetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(LembaranNegaraRepubliklnd.onesiaTahunlg53Nomor3)

sebagai Undang-Und'ang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72' Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor \7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2003

Nomor 47, Tawbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

perbendaharaan Negara I llembaran Negara Republik

Indonesia TahUn 2o'o4:iN,,g 1or 5, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik lndonesia,ry,oruo 55) ; ' :

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
' .:..

Pengelolaan d ranss{ng Jawab Keuangan Negara

(Lembarar,l Negaia Bepgb,lik.,.l1,}donesia Tahun 2OO4 Nomor 66,

Tambahan Lembaran-.' Negara Rep-ublik Indonesia Nomor

a{aol; ' 
,

5. Undang-undang Nomor 33.Tahun,2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan l:,d.ntara Pemefintah.r Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran rNegara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 126, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);



6. undang-undang Nomor 2s rahun 2oog tentang pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zaog
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor s587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor g

Tahun ZOLS tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e\;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telah

diubah dengan P-e Peme.1i4lah Nomor 65 Tahun 2010

tentang. Ferubahan:, A.tas,',Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2OO5 tgalang Sistem InfOrmasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O nomor

1 10, Tambahan, Lembaran. Negarq, Republik Indonesia Nomor

5155);

9. Peraturan Pemerintah:. Nomor 39 Tahun 2AOT tentang

Pengelotaaq,,.Uang',I$egata /,D,aerali@mbaran Negara Republik

Indonesia '? u+ ,2;OA7 'N'osor 83, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indoaesia Nomor a7381;

LO. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2A1O tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor L23, Tambahan Lembaran Republik

Indonesia Nornor 5 165);



ll.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2AL4 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2477 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

l3.Peraturan Pemerintatr Nomor L2 Tahun 2Atg tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

15. Peraturan Menteri Dalam Ne.geri Nomor 13 Tahun 20A6

tentang , Ped.oman ., Pengelolatan Keuangan Daerah,

sebagaiman*t't"1u.h $iubah be'berapa kali terakhir dengan

Perafuran.Mente ..Dalam' egeri Nomor 2L Tahun 2OLl

tentang Ferubafian'Kedua"Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13,..t 1r,r*.,2,996 teltqlg Pedoman Pengelolaan

Keuangan',DaerAh.' [Eeda..$'bgara .Republik Indonesia Tahun

16. Peraturan'rMenteri Dalam Negeri, Nomor 32 Tahun }OLL

tentang P,edoman::P-embelrqll U1!1! dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari. A+gga1ig Pe,ndapatan dan Belaqja Daerah

(Berita Negara Republik lrrd,onesia Tahun zOLl Nomor 450)

sebagaimana telah diubah beberapa kalo terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018



tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang pedoman pemberian

Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor a65);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan standar Akuntansi pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al3 Nomor J42Sl;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor go rahun 2o1s
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 201s Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 rahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201s tentang pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor L57);

l9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 rahun 2olg
tentang Kl4sifikasi,' KOdefikasi dan'Nomenklatur Perencanaan

Pembangunnn d Keu Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL9 Nomor LaaT);

20. Peraturan Daer . Kabupatea Barito selatan Nomor 18 Tahun

2OO8 tentang ,Fokok Pokotrc Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran, .Daeta&.'.Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008

21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bari,to Selatan, '(Lembaran Daerah Kabupaten

Barito Selatan Tahun AALO Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);



Z?.Perafriran Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 4 Tahun
2019 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2o2o (Lembaran Kabupaten Barito selatan
Tahun 2Ol9 Nomor 4, Tambahan l,embaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);

23. Peraturan Bupati Barito selatan Nomor s2 Tahun zolg
tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Barito selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2A79 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2020.

. ,. r. B4E I '',,
.. KETE .fIMITM .

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupadini yang.A#;ksud ngan :

1. Daerah adalah Kabtrpaten &rito Selataau: '

2. Pemerintah Daelah,,.'.ad bupali sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah"memimpin pelaksanaaq Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Barito Selataa. . | '.

Sekretaris Daerah adalah, Sel<retaris D,aemh' I{abupaten Barito Selatan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yaag,sela.njutnya disingkat SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungarl Pemerintah Kabupaten

Barito Selatan.

3.

4.

5.



8.

9.

6.

7.

10.

11.

12.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Barito Selatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Barito Selatan.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.

Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Rencana Kerja dan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaErn dan
penganggaran yang berisi program kegiatan SKPD Kabupaten Barito
Selatan serta anggaran yA{rg diperlukan untuk melaksanakannya.

Dokumen Pelaksanaan Anggale,n satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat DPA.SKPD adqlAh dokumen yang memuat
pendapatan, belanja daa pemb,iayaan se.tiap SKPD yang digunakan sebagai

dasar pelaksanaan oleh '.pEngguna anggaran SKPD dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Pengadaan barang/jasa pemerint4lr., s selanjutnya disebut dengan

pengadaan barang/jasa oleh lernbagal Kemeretrian/Lembaga/Perangkat

Daerah yarrg dibiayai oleh APBN/APBDT yang prosesnya sejak identifikasi

kebutuhan, sampai dengan serah, tefima, hasil'pekerjaan.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,

bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, d"ipakai,

dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

13.

14_

15.



16.

17.

18.

19.

20.

pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang

meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaalr, pembongkaran, dan

pembangunan kembali suatu bangunan'

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan

keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya

olah pikir.

Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan

peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem

tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan

suatu pekerjaan.

sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa adalal. tanda bukti pengakuan

dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidalg

pengadaan barang/jasa.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang sela4jutnya disebut

swakelola adalah cara memperoieh barang/jasa yang dikerjakan sendiri

oleh Kementr ian'llx:rribagaf Pet:angkat Daerah'

kemasyarakatan, atau keloropok masyarakat'

21. Pejabat Pengelola Keuangan D,aer2!1.,,,y,qng selqnjutnya disingkat PPKD

adalah Kepala Satuan Ikrja Pengelola XeUangqa Daerah yang selanjutnya
I t' 

-::::: l t tl

disebut dengan SKPKD,yang rne-mpunyair' tngas melaksanakan pengelolaan

APBD dan bertindak sebagai Be-ndahara Umum Dacrah'

22. Bend"ahara Umum Daerah yahg,:s.1a4iU*ya disingkat BUD adalah Pejabat

PengelolaanKeuangandalam,.lirlglfi,rhffiPer.:erintahKabupatenBarito
agai Bendaharawan UmumSelatan yang bertindak di|.am kapasitas. seb

Daerah Kabupaten Barito Selatan.

2g. Pengguna Anggaran yang selar{utnya disebut PA adalah Pejabat pemegang

kewenangan pengguna.an anggaran untuk,.melaksanakan tugas pokok dan

fungsi SKPD yang dipimPinnYa.

24. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagaian kewenangan Pengguna

Anggaran dalam melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi SKPD-



25. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keq'a Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD.

26. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat ppTK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang dan tugasnya.

27. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan
dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belabja negaea f anggaran belanja daerah.

28. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungiawabkan uang pendapatan daerah da-lam rangka
pelaksanaan APBD.

29. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungiawabkan uang uny-uk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

30. Kas umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oieh Bupati untuk.,menaurpung, seluruh penerimaan daerah

dan d igunakan untuk membay4i seturuh-.pengeluaran d.aerah.

31. Rekening Kas Umunr Daerah,,adalah, reGning,tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati, naqrpung seluruh penerimaan

daerah dan digunakan untuk,;Ee.mbar,,ar,selunth pengeluaran pada bank
yang ditetapkan.

Penerimaan Daerah adal-4ti uang ya+g masuk'ke kas daerah.

Pengeluaran Daerah adalah,uang yaag keluar dari kas daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih.

32.

33.

34.

35.



36.

37.

39.

38.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-

SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan

yang digunakan sebagai dasar pelaksaan anggaran oleh Pengguna

Anggaran.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan kas masuk yang bersumber dari

penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan

dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan sebagai dasar

penerbitan SPP.

Surat Penyed.iaan Dana yang selaqjutnya disingkat SPD adalah dokumen

yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai

dasar penerbitan SPP.

surat Permintaan Pembayaran yang selaqiutnya disingkat sPP adalah

d.okumen yang diterbitkan oleh pejabat bertanggung jawab atas

pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan

permintaan pembaYaran -

Spp Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-LJP adalah dokumen

yang dia.jukan oleh bendahara pengehlarah untuk permintaan uang muka

kerja yang bersifat perlgisian kgmbali {reualuing) yang tidak dapat

dilakukan dengan pembayaran langsung.

Spp Ganti Uang Persediaan t selanjutnya disingkat SFP-GU adalah

dokumen yang diajukrlrr.: o1eh..bendahara.'pengeluaran untuk permintaan

tidak dapat dilakukan dengan

40.

4t.

pengganti uang persediaaql ,.Y448

pembayaran langsung-, ,' :r ', ",rrl

42. Spp Tambahan Uang 'Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU

adalah dokumen yang diajukan oleh bend4hara pengeluaran untuk

permintaan tambahan,@ng persediaan ggna:,rmelaksanakan kegiatan

SKpD yang bersifat mendesak dan. ,tidak'dapat dipergunakan untuk

pembayaran langsung dan uang persediaan.'

t0



43' SPP Langsung yang selanjutnya disingkat Spp-LS adalah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau
surat perintah keq'a lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah,
penerimaan, peruntukkan dan waktu pembayaran waktu tertentu yang
dokumennya disiapkan oleh ppTK.

44. surat Perintah Membayar yang seraqiutnya disingkat spM adalah
dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DpA-
SKPD.

45. Surat Perintah Membayar Uang Persed.iaan yang selanjutnya disingkat
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DpA-
SKPD yang dipergunakan sebagai Uang Persediaan untuk mendanai
kegiatan.

46- Surat Perintah Membayar: Ganti : Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-GU adalah dokumen ,yaqg diterbitkan oleh pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-sKP,D',y"rrs .d.?lan{,a dipergunakan untuk mengganti

uang persediaan yang telah dibelanjakan

47. Surat Perintah ,Membayar $ ''..!{ Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah , kumo$ 'yang: diterbitkan oleh pengguna

Anggaran/Kuasa Pen'g na fuggar4n u-ntuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DP-,{- sKPp,,karena kebutuhqnnnya sangat mend esak.

48. surat Perintah Memb,afer,.Langs ..3rang.' qjutnya disingkat spM-LS

adalah dokumen yang diterbi*an . *h ',,Perigguna Anggaran/I(uasa

Pengguna Anggaran untuk,,pe,nerbi,.,1!..l,SP2D-'.'atas beban pengeluaran DPA-

SKPD kepada pihak ketiga.

49. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

1l



50.

51.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dokumen pelaksanaan Perubahaan Anggaran SKPD yang selanjutnya

disingkat DPPA-SKPD adalah d.okumen yang memuat perubahan

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran'

Badan Layanan umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

sKPD/Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang dan/atau jasa yang dljual tanpa mengutamakan

mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada

prinsip efisiensi dan produktifitas-

52.

53. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ

adalah unit kerja di Kementrian /Lembaga/Pemerintah Daerah yang

menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa'

I disebut Pokja Pemilihan54. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnyi -

adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPB'I untuk

mengelola Pemilihan PenYed.ia.

55. Pejabat Pengadaap aaal ,,,,,,..,. Pejl!1t administrasi/pejabat

fungsionalf personel yang bertUgas -rmelaksan1k."r, Pengadaan Langsung,

Penunjukan Langsung, dan/at4u E purSlasing''

56. pejabat penerima ffasil peke,ljaan yallg'lelanjutnya disingkat PjPHP adalah

pejabat administrasilpeja!{ '',,"funggional1pe sonel yang bertugas

memeriksa administr4slli hasil.,pe.k rjaaa, Pengadaan Barang/ J asa.

:riksa Hasil'Pek 4aart yang selanjutnya disingkat PPHP adalah

tim yang bertugas memeriksa adminitrasi.hasil pekerjaan Pengadaan
....:

Barang/Jasa. , ' i, :. ,., . 
,

Sg. penyedia barang/jasa Pemerintah yang selanjunya disebut Penyedia adalah

Pelaku Usaha yang menyediakan barangljasa berdasarkan kontrak'

I2



61.

59. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah

dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang

ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/panitia

60.

pengadaanlpejabat pengadaan/unit layanan pengadaan (proanrement

unit) / penyedia baran g / jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/j asa.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh UlP/Pejabat

Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh

para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Kontrak Pengadaan BaranglJasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah

perjaqjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau

pelaksana swakelola.

Pengelola Pengadaan BaranglJasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang I Jasa.

Layanan Pengadaan Secara Elekronik adalah layanan pengelolaan

teknologi inforrnasi untu-k memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa secara elektronik.

Pembelian secara Elektronik yang sefanjunya disebut E-purcha.sing adalah

tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Tender adalah metode pemilihan ,':antuk mendapatkan Penyedia

Seleksi adalah metode .pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa

62.

Konsultansi.

64.

63.

65.

66.

67.

68.

Penunjukan Langsung,adalahr.,r:letode,,;,pemiUhan untuk mendapatkan

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya

dalam keadaan tertentu. ,,, - ', ,

Pengadaan Langsung BaranglP'eked.aaIl' Konstruksi/Jasa Lainnya adalah

metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.2O0.OOO.OOO,-

(dua ratus juta rupiah).
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70.

7L.

69.

72.

73.

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adatah metode pemilihan untuk

mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak

Rp. 100.O00.000,- (seratus juta rupiah)'

E-reuerseauctionadalah metode penawaran harga secara berulang.

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja

pemilihan/Pejabat Pengadaan /Agen Pengadaan yang memuat informasi

dan ketentuan yang harus ditaati oieh para pihak dalam pemilihan

Penyedia.

Kontrak Pengadaan Barang f Jasa yang selanjunya disebut Kontrak adalah

perj anjian tertulis ant ara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedi a Barang f Jasa atau

pelaksana Swakelola.

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis

yang dikeluarkan oleh Bank umum/Penrsahaan Penjamin/Perusahaan

Asuransi/Lembaga Keuangan Khusus yang menjalankan usaha dibidang

pembiayaan, Penjamina4, dan asuransi rlntuk, mendorong ekspor

Indonesia sesuai dengan ketentua4 Peraturan Penrndang-undangan di

bidang lembaga pembiayall ekspor IndoqQs,ia

Standar Harga Satuan di lingkungarl Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

adalah Patokan harga satuan,,YSpt-'berbag4 jenis barang dan jasa di

lingkungan Pemerintatr Kabup.atg.q Barito yang standar dan ditetapkan

74.

PEDOMAIT.P.Ef,A NAAI{

Pedoman Pelaksanaan Anggaran

pedoman dalam melaksanakarr,

Anggaran 2O2O.

1) APBD mulai berlaku pada

Desember 2O2O.

PaPa1,2'

Pendapatan dan.,,Be1anja

kegiatan,, : 
yans' bersumber

Pasal 3

tanggal 2 Januari 2O2O

Daerah merupakan

dari APBD Tahun

sampai dengan 3L
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2l APBD terdiri dari:

a) pendapatan;

b) belanja; dan

c) pembiayaan.

Pasal

Setiap transaksi penerimaan dan

rekening Kas Daerah.

4

pengeluaran daerah dilaksanakan melalui

dan

Pasal 5

Pedoman pelaksanaan APBD mengacu pada Lampiran yang mempakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

a. Lampiran I tentang Gambaran Umum;

b. Lampiran II tentang Persiapan Penatausahaan Keuangan Daerah;

c. La.mpiran III tentang Pelaksq4qan Penatausahaan Keuangan Daerah;

d. Lampiran IV ten!41-rg, 141* cara ,,Peny,q xqq 'qerl- , Pertanggungjawaban

Belanja Hibah, Belqnja gasq+aa sosial, 
, 
Belanja subsidi dan Belanja

Bantuan Keuangan;

e.

f.

g. Lampiran VII tentatrg

h.

Lampiran V tentang Kegja,fqn PengadaqS Barang/Jasa;

Lampiran VI tentang'f.* Uqp- g"l"ksanaan APBD;

Perundang-undangan. 1,.,,1.,,.-,,,,..'
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BAB TII

BETTI5TUAIT PE!TUfi'P

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tenggar 2 Januari 2aza.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

pada tanggal ? 3;::r.'-'r 2OZO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARI?0'SEI;ATAN ?AHUN 2a2a NoMoR 1?

t

'ARIS DAERAII

6f*,ulFc[ (
,l \-/w
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR "fy TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O

GAMBARAI{ UMUM

A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keselumhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban

dan pengawasa-n keuangan daerah- Penatausahaan Keuangan yang

merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah memegang

peranan penting dalam proses pengelolaan Keuangan Daerah secara

keseluruhan. Sedangkan Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban

d.aerah yang dapat dinilai dengan,.uang .termasuk di dalamnya segala

bentuk kekayaan yaeg berhubqngan d.Eqgan hak,daR kewajiban daerah.

Untuk itu datam 'ran$l r, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabrrpaten Eryito,rSela Tahun Anggaran 2O2A, perlu

disusun Pedoman Petraksaiiaan Aaggqrqn' Peadapatan dan Belanja

Daerah yang mencakup penatausahaan, akuntansi, pelaporan,

pengawasan / pengendalian dan pertanggungia*aban keuangan daerah.

.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mewujudkan kesatuan,per:iahamql.dalam rnelaksanakan sistem dan

prosed.ur penatausahaan keuangan dan barang daerah yang sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan, sehingga penatausahaan

keuangan dan barang daerah dapat terselenggara dengan baik dan

benar;
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3.

4.

2' sebagai Pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Daerah
Kabupaten Barito Selatan;

sebagai penj abaran fungsi-fu ngsi penguru san Keuangan Daerah;
sebagai alat pengendalian, pengawas€rn dan pemeriksaan dalam
penatausahakan pelaksanaan ApBD; dan

5. sebagai pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD agar
terwujudnya keterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan
program kegiatan, sehingga dapat tepat waktu, tepat mutu, tertib
administrasi, tepat sasaran, manfaat serta disiplin Anggaran.

C. ASAS DAN PRINSIP PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD
1. Asas Umum.

Asas Umum Pengelolaan Keuangan.

a. keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada aturan
perundang-undanga{r yang berlaku, qfektr{, efisien, ekonomis,
transparan dan bertanggungjawab d.engan memperhatikan azas
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

b. dikelola secara tertib sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah
bahwa keuang3n daerafr'dl a secara tepat waktu dan tepat

suna yang di{ukung'de,w.qn :di,,F$kti-bukti administrasi yang dapat
dipertanggu ngi awabkAlt..

--- ,.:.,.,.r,

c. taat pada Feraturan Perundang-undangan yang berlaku
sebagaimana dimak$ pada huryf (a) adalah bahwa pengelolaan

keuangan aaeratr,h elpedoman pada peraturan perrrndang-

undangan yang berlaku.

d. efektif sebagaiqlaaa '', dimaksud pada huruf (a) merupakan
pencapaian hasir ,prsgram ,dengqq, ',target yang telah ditetapkan,
yaitu dengan cara membandingkaa keluaran dengan hasil.

e. efisien sebagaimana dimaksud pada huruf (a) mer.upakan

pencapaian keluaran yang maksimum dengan penggunaan

masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
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f. ekonomis sebagaimana dimaksud huruf (a) merupakan perolehan
masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat
harga yang terendah.

g. transparan sebagaimana dimaksud huruf (a) merupakan prinsip
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui
dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang
keuangan daerah.

h. bertanggung jawab sebagaimana dimaksud huruf (a) merupakan
perwujudan kewajiban seseorang rrntuk rnernpertanggrrngiawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian

tujuan yang telah diteta"pkan.

i. keadilan sebagaimana dimaksud huruf (a) adalah keseimbangan

distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/ atau keseimbangan

distribusi trak dan kewajiban berdasarkq,q pertimbangan obyektif.
j. kepatutan sebagaimana dimaksud huruf (a) adalah tindakan atau

suatu sikap yang dilakukan deng,an,wajar dan proposional.

k. manfaat untuk , masyarakat sebagairaana dimaksud huruf (")

adalah bahwa keuangqq.,.da-erah diuta4akan untuk pemenuhan

kebutuhan masSrarakgt.:,,-..,r, 
:,j:.,,,,,.i:

Asas Umurn PelaksanaaeiAPBD. .l

a. semua penerimaan daerarr* dqn p-engeluaran daerah dalam rangka

pelaksanaan'urusan iignreffAUan daerah dikelola dalam APBD.

b. setiap SKPD yang:i,,rhempuiifai tugas memungut danlatau
menerima pendapatan, daerah wajib metraksanakan pemungutan

dan/atau penerimaan',berdasarkan ketentuan yang ditetapkan

dalam Peraturan rP€ru,ndang:,uo, 4q4gan.

c. penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai

pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-

undangan.
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d.

e.

ob'

jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas

tertinggi untuk setiap pengeluaran belaqja.

pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika

perlgeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia

dalam APBD.

setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran

daerah untuk tqiuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD'

pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak

mewah, efektif, elisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

2. Prinsip Pelaksanaan APBD.

Prinsip dalam pelaksanaan APBD yang perlu diperhatikan, anltara

lain:

a. pendapatan yang.drrencanakant rneflrpaka{r- pertriiaan yang terukur
.

secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber

pendapatan, sedangkan belanja. yang dianggarkan merupakan

batas tertinggi pengeluaran belanja;

b. untuk Pengeluaran atas.rhebaa,r,APBD" terlebih dahulu diterbitkan

Surat Penyed.iaan Dana (SPD) oleh PPKD selaku BUD;

c. semua peneritnaan dani$eageluardh daerah dalam tatrun anggarall

yang hersanglnrtan :.}iarus dimasukkan dalam APBD dan

dilaksanakan melalui rekening Kas Umum Daerah yang

ditempatkan pada, gauU,,tseaagid,, nxpat,:perryimpan Kas Umum

Daerah;

d. pengguna AnggAfan/Pengguna, Barang,,:atau Kuasa Pengguna

Anggaran/Kuasa Penggr4na, Barang, Bendahara Penerimaan

/Pengeluaran wajib menyglenggarakan penatausahaan sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan.
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e' pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen
yang berkaitan dengan surat bukti yang meqiadi dasar penerimaan
dan/atau pengeruaran atas peraksanaan APBD bertanggungiawab
terhadap kebenaran materiar dan akibat yang timbul dari
penggunaan surat bulrti dimaksud;

f. seluruh penerimaan sKpD harus disetorkan ke Rekening Kas
Umum Daerah.

g' sKPD penghasil secara periodik {setiap buran} memberikan raporan
target dan rearisasi pendapatan kepada BPI{AD melalui Bidang
Perimbangan dan Lain-Iain pendapatan;

h' pengguna Anggaran/pengguna Barang ataupun Kuasa pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara penerimaan/
Pengeluaran juga tidak diperbolehkan membuka rekening dengan
atas nama pribadi pada bank dengan tujuan peraksanaan ApBD;
dan

i. kegiatan yang terdiri dari sub-sub kegiatan dan untuk membantu
kelancaran tugas dapat ditunjuk Kuasa pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang, ppTK dan pembantu Bendahara
Penerimaan/ Bendahara pengeluaran.

'f.s*Ef,ll
NJro E
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR S"q TAHUN 2O2A

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O

PERSIAPAIT PENATAUSAIIAAIT KEUANGAI{ DAENAH

A. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

1. Kepaia Badan selaku PPKD yaitu Kepala Satuan Kerja pengelola

Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD dan bertindak
sebagai BUD mempunyai tugas :

a- menJrusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;

b. men5rusun rancansarl ApBp dan rancangan perubahan ApBD;
c. melaksanakan pemungutan .pendapatan daera-h yang telah ditetapkan

dengan peraturan daerah;

e. melakukan pengeneatiaa,,ps]aksanaaq ApBE;

f. men)rusurl lapq.lqn ,..'...'keuan daerah dalam rangka
pertanggungiawaban pe,@srxiaan ffi; ' i 

,

g. melaksanakan tug+s la4qpy4,.betd4sarkan lsrasa yang dilimpahkan

oleh Kepala Daerah.

2. KepilaBadan selaku BUD berwenang :

a. menJrusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran kas daerah;
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e. menetapkan Surat penyediaan Dana (SpD);

f. memantau peiaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh
Bank dan/atau lembaga keuangan rainnya yang telah d.itunjuk;

g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

h. menyimpan uang daerah;

i. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah;

j. melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/ menatausahakan investasi;

k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna

anggar€Ln atas beban rekening kas umum daerah;

1. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
m. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

n. melakukan penagrhan piutang daerah; dan
o. menyqjikan informasi keuangan daerah.

3. Kepala Badan selaku BUD menunjuk pejabat kuasa BUD kepada:

a. Kepala Bidang Pembiayaan Daerah BPKAD dan Kepala sub Bidang

Anggaran dan PKD selalcr klrasa nUn bertugas menyiapkan anggaran

kas dan menyiapkan SPD;

b. Kepala Bidang PernbiayaAlr Daerah ,EeXan dan Kepala Sub Bidang

Perbendaharaan selaku kuasa BUD bertugas menyiapkan dan

menandatangani .$PrD dan....me,lakukan pembalraran berdasarkan

permintaan pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/

Pengguna Barang,' alss . beban rekening'tKaS Umum Daerah serta

melakukan pengendahaq pelekqaeaan APBD ;

c. Kepala Sub Bidang Per,bendaharaan selaku kuasa BUD bertugas

antara lain :

1) Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Daerah

berrrpa surat- surat berharga;
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2) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh

Bank atau lembaga keuangan lainnya; dan

3) Menyimpan uarlg daerah serta melaksanakan penempatan uang

daerah.

B. PENGELOLA KEUANGAN SKPD

1. Pengelola Keuangan SKPD terdiri atas :

a. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

b. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD {PPK-SKPD};

d. PPTK;

e. Bendahara Penerimaan;

f. Bendahara Pengeluatara;

g. Bendahara Penerimaan Pembantu;

h. Bendahara Pengeluaran Pembantu;

i. Bendahara Barang;

j. Pengurus Barang;

k. Pembantu Pengurus Barang;

1. Bendatrara Pengeluq4"n r,eoiU aji; dan

m. Pembantu Bendahara.

2. Uraian Tugas Pengelela Ke4angan $. . . ' 
': '

a. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

1) Pejabat Penggrlna.,, Pengguna Barang mempunyai

kewenangq.r :dan,bertanggqng jawab atas tertib penatausahaan

anggaran ya g{ld-okasikaq. pada satuan kerja yang dipimpinnya,

termasuk melaku$a+, ,pemef+l<r$aem kas yang dikelola oleh

Bend.ahara Pengeluaran- ..' ' '.:" ': '

2l Ttrgas Pejabat Penggqna Anggaran/Pengguna Barang antara lain

sebagai berikut :

a) mer{rusun RKA-SKPD yang dipimpinnya;
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b) menyusun DPA-SKPD yang dipimpinnya;

c) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

d) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

e) melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

f) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

g) menandatangani SPM;

h) mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab

SKPD yang dipimpinnya;

il mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

j) men5rusun dan menyarnpaikan laporan keuangan SKPD yang

dipimpinnya.

k) mengawasi pelaksanaan arlggaran SKPD yang dipimpinnya;

U melaksanakan tugas-tugas pejabat pengguna anggaran/

pengguna barang lainnya ,,,berdasarkan kuasa yang

dilimpahkan oleh Bupati; dan '

,:,. ria..l

m) bertanggungia -wau exePi8,...*tsanaa$, tu gasnya kepada Bupati

melalui Sekretaris,DAerah, ..,.,,

3) Pejabat Pengguna:;:r-r &ggaraalPengguna Barang dapat

melimpahkan sebagalr kewenangannya kepada Pejabat Kuasa

Pengguna A:rggaran / K€asa "Fenggllna Barang;

4l Pejabat Pengguna 1. ,,,r:,mengqsulkan Pejabat Kuasa

Pengguna el}sgaranfKr:asa'' Pengguna Barang dan Bendahara

Penerimaan /Bendahafa Pengqluar4n serta Bendahara Penerimaaa

Pembantu/eendalwar Pengehraran r'pembantu dan Bendahara

Pengeluaran Pembantu Gaji dan pejabat yang diberi wewenang

mengesahkan SPJ kepada Bupati melalui Sub Bidang Pelaporan

BPKAD; dan
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5) Apabila Pejabat Penggmna Anggaran/PenggUna tsarang

berhalangan sementara, maka Pejabat Pengguna

Anggaran/Pejabat Pengguna Barang dapat mengusulkan kepada

Bupati untuk menetapkan pejabat sementara yang diberi

kewenangan sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang termasuk penandatanganan sPM dan tugas-tugas lain

dalam pengelolaan keuangan SKPD'

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;

1) PPK-SKPD memPunYai tugas :

a) meneliti kelengkapan sPP-LS pengadaan barang dan jasa yang

disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/

disetujui oleh PPTK;

b) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan

SPP-LS G4ji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang

ditetapkan se suai dengan ketentuan : Perundang-und angan yang

diajukan oleh bend aharap-engeluaran;

c) melakukan verifikryi SPP;

d) menyiapkan sPM yang akan diterbitkan oleh Pengguna

Anggaran (PA);

e) menyiapka.n doku$gnadokumen Penatusahaan Keuangan;

f) melakukan vefifika$-i s laporan pertanggungjawaban yang di

samparkan Bendahara Pengelu4ran ;

' t -1" ttig) melakukan sqifita8t' ,' i s penerimaan (bagl SKPD

h) melaksanakan sistem akuntansi SKPD;

i) menyiapkan,laporan.kelrangan. SKPD.T

j) menandatangani,pengqsahan'SPJ,'

2) PPK-SKPD tidak boleh merangkap'" sebagai pejabat yang bertugas

melakukan pemungutan penerimaan negara f daerah, bendahara,

dan/atau PPTK.
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c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKpD:

1) Pejabat Pengguna Anggaran/pengguna Barang dan pejabat Kuasa
Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan
program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja sKpD selaku
PPTK;

2) Penunjukan pprK sebagaimana dimaksud angka 1), berdasarkan
pertimbangan kompetensi jabatan dan pertimbangan obyektif lainnya;

3) PPTK yang ditunjuk oreh pejabat pengguna Anggaran/pengguna
Barang sebagaimana dimaksud angka 2), bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada pejabat pengguna Anggaran/pengguna
Barang;

4) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat Kuasa pengguna

Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud angka B),

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna

Anggaran/ Pengguna Barang;

5) PPTK sebagaimana dimaksud angka 4), mempunyai tugas :

a) menyusun jadwal kegiatan sesuai bidang tugasnya;

b) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

c) melaporkan perkemban 4tl:, laksanaan kegiatan kepada

Pengguna Anggaran m6_1a11$, Pejabat Penatausahaan Keuangan;

d) menyiapkan dokumeti'.' anggarnn atas beban pengeluaran

pelaksanaan kegiatan mencakerp:.,dokumen administrasi kegiatan

maupun dokumen aAminiStraSi$*g terkait dengan persyaratan

pembayaran yang' djtet*'p,&B s:suar aeqgql ketentuan perundang-

e) bertanggung jar+ab .atas, pencapaia4, taf,get, sasaran, manfaat

kegiatan yang dikendalik.qnaye. ,: ,:':'r'

d. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

1) Bendahara Penerimaan.
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a) Bendahara Penerimaan mempunyai tugas menerima, menyimpan,

menyetorkan, rnenatausahakan dan mernpertanggungiawabkan

uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada

SKPD yang bersangkutan;

b) dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Penerimaan dapat

dibantrr oleh Bendatrara Penerirnaan Pembantul

1. Dalam melaksanakan penatausahaan atas penerimaarl

BendaharaPenerimaan menggunakan :

a. buku kas umum;

b. buku pembantu per rincian obyek penerimaan; dan

c. buku rekapitulasi penerimaan harian.

2. Dalam melakukan penatausahaan menggunakan :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daetah);

b. Surat Ketetapan Retribusi (SKR);

c. Surat Tanda Setoran (STS);

d. Surat Tanda Bskti Pembayaran;'dan

e. Bukti pene.rimaan larnnya y44g:!ah.

3. Dalarn merybuat laporga pertarrggungiawaban Bendahara

Penerimaan dilarrrpin, ;, , ..

b. buku pembantu p.'$,, rinciaa.$.yek penerimaan;

c. buku rekapiqrlasi.lreneqiglaa harian;

d. Buku realisasi penggunaan benda berharga; dan

2) Bendahara Pengeluar,e.n; r', .

Bendahara Pengeluaran mempunyal tugas menerimaf

menyimpan/membayarkaq,.,: menatausahakan dan

mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja daerah

dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yang bersangkutan.

T[gas Bendahara Pengeluaran.
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a)

b)

c)

d)

mengajukan SPP, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Barang darr

Jasa, SPP-LS Gaji dan Tlrnjangan lainnya melalui PPK-SKPD

berdasarkan SPD;

mencatat seluruh penerimaan berdasarkan SPM yang diterima dan

merrcatat seluruh pengehraran berdasarkan tanda buti yang sah,

dengan tertib dan teratur kedaiam satu buku kas umum dan buku

pembantu lainnya serta buku register lainnya berdasarkan kode

mata anggaran (rekening) dalam APBD;

menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran

serta dokumen iainnya sebagaimana poin a) dan b) di atas secara

tertib dan teratur guna memudahkan pencarian dokumen bila

sewaktu-waktu diperlukan.

dalam melaksanakan tugasnya Bendahara pengeluaran secara

administrasi bertanggungiawab kepada Pengguna Anggaran

melalui PPK-SKPD paling lambat langgal 10 bulan berikutnya;

e) secara fungsional agar menyarnpaikan laporan

pertanggungiawabanl' peaggunaan,: Keuangan yang menjadi

tanggung jawab-1rya-,.kepadq.,' Pejabat,.yang melaksanakan fungsi

PPKD selaku ,,BUD pailn_g lqrybat tq4ggal 10 bulan berikutnya

setelah mendapalneng ,d nsgqqa Anggaran; dan

untuk tertib ,lapora*iff g,a*rilT pada akhir tahun

anggaran pe,44$gguagiawabar-r:'pengeluaran keuangan bulan

Desember disar+gaik.n prli"g tarqbat !qr-l 31 Desember.

Dalam melaksahakan toge*tty* Bendahara Pengeluaran dibantu

oleh Pembantu Be hlaraqyaqg fungsi dan tugasnya :
. .. , .l : r':

1. Pembuku.

a. Melaksanakatt'.,'set1qli,,...F4 . tBendahara Pengeluaran di

bidang pembulo;iaa. d4]4lt .,ha1'' pelaksanaan penatausahaan

pengelola keuangan daerah;

b. Mengarsipkanlmenyimpan dokumen seperti SPD, SPP, SPM,

SP2D dan SPJ;
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c. Mencatat, menyimpan dan pengambilan uang keldari Bank
pada Buku Bank;

d. Mencatat Penerimaan dan penyetoran pPrr/pph pada Buku
Pembantu Pajak;

e. Mencatat setiap sPM serta b,kti-bukti pengehraran ke dalarn
Buku Kas Umum;

f. Mencatat dalam Buku Pembantu Belanja atas surat
Pertanggungiawaban (SPJ) Kasir pengeluaran; dan

g. Menyusun SPJ Satuan Kerja.

2. Pembuat Dokumen.

a. Melaksanakan sebagian tugas Bendahara pengeluaran daram
pembuatan dokumen pengelolaan keuangan daerah;

b. Mencatat, mengarsipkanlmenyimpan dokumen seperti DpA,

SK .P.enuajakan,.Pea.ge_lola Keuaagan,,.S,KPD d.an dokumen
Kontrirk.serta dokumen'lair-rnia; dan :, ::

c. Menyiapkan laporan penerimaan dan pengeruaran (Realisasi

3)

a) Apabila melebihi 3 (trga) hari sam
='.].if-,f*. ,. .-, '

1,s4fi!li4i prilirlg lama I
surat kuasa

(satu bulan,

kepada staf

tugas-tugas

bendahara .rPengeltixrarr..:;.:6r{sg'., gua,g' jawab Bendahara

Penerimaan/Fbngeluaran yang bersangkutan dengan diketahui
oleh Pej abat Pengguna Anggryan/ Pengguna Barang;

b) Apabila melebihi l'(safu)'br.r sampai paling lama 3 (tiga) bulan,
harus ditunjuk Bendahara,Fenerimaan/ Pengeluaran pengganti dan
diadakan Berita Acara Serah Terima; dan
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c) Apabila Bendahara Penerimaan/Pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan
belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang

bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti sebagai

bendahara penerimaan/pengeluaran dan segera diusulkan
pengganti.

3. LAIN-LAIN

1- Khusus untuk pelaksanaan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah,

Kepala Badan bertindak selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang untuk pelaksanaan :

a. kegiatan-kegiatan pada BPKAD;

b. belanja bunga, belanja hibah, bantuan sosial, belanja subsidi, bagi

hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan

c. pengeluaran pembiayaan dan pengembalian atas kelebihan setoran

pendapatan.

2. DaJarn melaksanakan fungsi PengelglTn Keuangan Daerah pada BPKAD

sebagai PPKD dapat ditunjuk Bendaharei,,,.Pengeluaran dan Bendahara

penerimaan. ,:.:;: . , .,...

4. PEI{YUSUNAN DOKUMEN

ANGGARAN KAS.

1. Penyusunan DPA. : , -

ANGG.ARAN (DPA) DAN

DPA-SKPD merupak*i,doku e*';.gr muat Xlendapatan, belanja dan

untuk pengeluaran'.X11q,,i{ibUtulil :-. ap'.tiap' SKPD serta pendapatan

yang telah diperkirakarli.,..,.,,,;.,,

Mekanisme penyusunan DPA.SKFO.. *ebagai erikut :

a. Kepala Bad.an memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar

mer{rusun dan menyerahkan Raneangan DPA-SKPD;

b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah {TAPD} melakukan verifrkasi

terhadap rancangan DPA-SKPD bersama-saflla dengan Kepala SKPD;
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c. Sebelum disahkan menjadi DPA-SKPD terlebikr dal.ulu dilakukan

reuiew oleh Inspektorat;

d. Berdasarkan hasil verifikasi dan reuiew tersebut, Kepala Badan

mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris

Daerah;

e. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD;

f. DPA-SKPD yeng telah disahkan digunakan sebagai dasar pelaksanaan

aflggaran olen Kepala SKPD.

2. Pen5rusunan Anggaran Kas.

Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari

penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

1. Kelengkapan Administrasi pada Bidang Pembiayaan Daerah BPKAD.

a. Sub Bidang Anggaran dan PKD :

1) SK Penunju!11 Pqabat Ke-uangan Daelgtq 
I

2l DPA-SKPD/IUPPA-'SXPO,,' , ' ' r '

4) SPD;

5) Buku Register SPD; dan

6) Buku IWP, PPh Gaji dan Taperum.

b. Sub Bid.ang Perbendaharaan :

2)BukuRegister,.Sp2$5.:l.l:..:,.l'*......,.....,

3) SuratPeno Pe D; ,', ..'
,1,..,4.:..t i :ii'il:i:irr' "'t:".. _

4l Buku Register Penolakan Penerbitan SP2D;

5) Daftar Penguji SP2D;

6) Realisasi Pencairan SP2D;

7l Berita Acara Rekonsilia$Eelanja.dengan SKPD;

8) Surat Perintah Transfer Uang (SPTU);

9) Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran; dan

1O) Laporan Bulanan Rekonsiliasi Bank.
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2, Kelengkapan Administrasi pada Bidang Akuntansi dan pelaporan
BPKAD.

a. Sub Bagian pelaporan :

1) Jurnal Khusus Belar{a;
2) Jurnal Pengeluaran Kas;

3) Jurnal Umum;

4l Buku Besar;

5) Laporan Semester pertama pemda;

6) Laporan Realisasi Anggaran pemda;

7l Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
8) Neraca Pemda;

9) LaporanOperasional;

10) LaporanArus Kas;

11) Laporan Perubahan Ekuitas;
12) Catatan Atas Laporq,n Keua;rgan Fimda; .

13) Pernyataan Tanggungjawab Bupati
L4) Laporan Rekapitulasi penerimaan Daerah;
1s) Surat Tanda Setgralr (STS); ' '' : , -:' .

16) Laporan bulanan

19) Laporan Bulanan mutasi p".r**p"*n Deposito.

3. Kelengkapan Ad.ministrasi pada Bidang penagihan BPKAD :

1. Mengolah Produk Hukum dibidang rendapatan Asli Daerah (pAD);

2. Men5rusun sistem d4q proseaur,*ur lelolaan pajak Daerah dan
Retribusi Daerah; ' ..' ,, 1,.,..-, ,,.. ,:,..1,1

3. Kartu Data Obyek PajaklRetribusi;

4. Nota Perhitungan Pajak/Retribusi Daerah Berdasarkan Kartu Data;
5. Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
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6. Jurnal Khusus Pendapatan Asli Daerah (PAD);

7. Jurnal Penerimaan Kas;

8. Surat Tanda Setoran (STS);

9. Laporan Realisasi Penerimaan dan T\rnggakan Pajak/Retribusi;

10. Laporan Perhitungan Realisasi Jasa Bank (Bunga Bank) seluruh

Rekening Kas Daerah;

11. Laporan Piutang Pqiak/Retribusi Daerah, dan

1-2. Menyampaikan Laporan Bulanan Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) kepada BUD.

4. Kelengkapan Administrasi pada Bidang Dana Perimbangan BPKAD

adalah :

1". Penataan Produk Hukum DanaTransfer;

2. Menyrsun Sitem Prosedur Alur Pengelolaan Dana Transfer;

3. Menyiapkan dan menyampaikan Data Dasar Perhitungan Dana

Alokasi Umum {DAU) ke Di::jen: Ferimbarrgan,(euangan;

4. Jurnal Pendapatan,Daqa Tr'ansfer;,' ,,, , , ,

6. Menyamparkan !4psr*o;.$1$$,,f€afi,g:?Fi Dana Transfer kepada

.::. . ...:::::.

5. Kelengkapan Admifiistr**l-r..

a. Bendaharapenerim"ffi-.:, ='=. , ,:,:::, ,, ''

1. Buku Kas Umum Penerimaan;

2. Buku Pem.pgn:!L,.n|nci Obyek Pgneriqraan;

3. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian;

4. Buku Kas Penefiia*ag,Harian Fetabantu;

5. Laporan Pertanggungiawa-ban,Penerimaan Secara Administratif;

6. Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan secara Fungsional

(Format Bend-6);

7. Register Pengkiman Pertanggungiawaban Penerimaan;
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8. Register Penerimaan Pengesahan Pertanggung jawaban

Penerimaan;

9. Surat Ketetapan Paiak Daerah (SKPD);

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); dan

11. Surat Tanda Setoral (STS)'

b. Bendahara Pengeluaran.

1)SuratPengantarSPPUP/GU/TU/LSGaji/LSBarangdan
Jasa/LS PPKD;

2\RingkasanSPPUP/GU/TU/LSGaji/LSBarangdanJasa/LS
PPKD;

3) Rincian rencana penggunaarl SPP UP/GVITU/LS GajilLS

Barang dan Jasa/LS PPKD;

4) Buku Kas Umum Pengeluarata;

5) Buku SimPanan Bank;

6) Buku Panjar;

7l Buku Pajak PPN/PPh; 
n, _1__g) Buku Rekapitutasi eengeluaritr-r Peflncian,obyek;

1O) Berita Acara F(m-,eriksaan s Bendahara Pengeluaran;

14) Laporan

15) Register'Pen

16) Register SiF,P'UP.l.,9lIy'TU,.fI;$;' . . : :; ,.; ,

17) Register SPMitr},P/GUryi !S;.,-. : .,,,,',1,,. ,

18) Register Surat'ftnetrql<9+,le,19rqitan SPM; dan

19) Bukti Pengeluaran,Daaa'1 ; 1',

c. PPK-SKPD.

1) Fungsi Perbendaharaan
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2)

a) Register Penerimaan SPP;

b) Pengantar SPM;

c) SPM;

di Register SPM;

e) Sural Penolakan Penerbitan SPM; dan

f) Register Surat Penolakan Penerbitan SPM.

Fungsi Verifikasi

a) Register Penerirnaan Laporan Pertanggung jawaban

Penerimaan;

c) Register Pengesalun Laporan Pertanggung jawaban

Penerimaan;

d) Surat Penolakan Laporan Pertanggungiawaban Penerimaan;

dan

ei Register Penolakan Laporan Pertanggungiarnraban

Penerimaan.

Fungsi Akuntalsi . ,: :., ., . : 
,

a) Jurnal Khusus Pendapatan;

b) Jurnal Khusus Belanja;

c) Jurnal Umum;

d) Buku Besar;

e) Neraca Saldo SKPi;

fJ Laporan Reaiisasi Semester Pertama SKPD;

g) Laporan Realisasi Anggaran SKPD;

h) Neraca SKPD;

t Catatan Atas LaporanKeuangan SKPD; dan

j) Pernyataan Tanggung Jawab Kepala SKPD.

3)

kiH
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR *f TAHUN 2O2O

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O

PEI,AI(SAI{AAN PENATAUSAIIAAN KEUAITGAI{ DAERAII

A. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN

Prosedur penerimaan merupakan serangkaian proses kegiatan
menerima, menyimpan, menyetor dan mempertanggungjawabkan
penerimaan uang, yang berada dalam pengelolaan SKPD.

Penerimaan Daerah disetor ke rekening kas daerah.

1 . Prosed.ur Setoran Melalui Bendaharal penerimaan.

a) Wqiib Bayar/Pihak Ketiga menyetorkan Penerimaan daerah kepada
Bendahara Penerirnaan disertai Lampiran SKP-D, SKR-D dan/atau
tanda bukti pembayaran lai ,, ' '

b) Bendahara Penerimaan :

1) Menerima setoran uang dari Wajib Bayar/pihak Ketiga;
i:: t:. ...r.r.:,

2) Menghitung jumlah uarr€ yang dti:erima dan mencocokkan dengan
jumlah yang tercantum dalam SKP-D atau SKR-D;

3) Menyetorkan seluruh,..u?qg.y,qlq,diterima ke rekening Kas Umum
Daerah;

'i : ir'!

4) Menerima 1 {s1q) lembar asli dan Z.(dua) lembar tembusan Surat
Tanda Setoran dari Bqqk ,te-mp-at. penyimpanan rekening Kas

Daerah; '

5) Secara administratif harus mempertanggung jawabkan

penerimaan kepada Pengguna Anggaran beserta bukti-bukti
penerimaan; dan
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6) secara fungsional harus menyampaikan raporan
pertanggungiawaban kepada Kepala Badan (Sub Bidang Akuntansi
dan pelaporan) yang dilampiri dengan BKU.

7) Dokumen-dokumen yang digunakan :

a. Buku Kas Umum penerimaan;

b. Rekapitulasi penerimaan Harian;
c. Buku pembantu Rincian obyek pendapatan;
d. Surat Ketetapan pajak Daerah (SKp_D);

e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR_D);

f. Surat Tanda Setoran (STS); dan
g. Bukti penerimaan Lainnya yang sah.

c) Dokumen-dokumen yang digunakan Bendahara penerimaan

Pembantu :

1. Buku Kas Umum pembantu;

2. Buku Kas penerimaan Harian pembantu;

3. Buku Pembantu Rincian obyek pendapatan;

4. Rekapitulasi Penerimaan Harian pemUantu;

5. Surat Ketetapan pajak Daerah (SKp-D);

6. Surat Ketetapan Retribuqi.Dae.rg.lr (SKR-D) ;
' ;.;-:o.' - 

t .t:",;,, ',.7. Surat Tanda Setoran 1s,T6[,,dan. "... 
.

8. Bukti Penerimaan Lainaya yang'54h

B. PENATAUSAHAAN BENDAHARA]:PENGELIIARAN

1. Pengajuan Surat Permintaan Pemb ayaran(Spp).

Pengajuan SPP terdiri dari:.'

a) SPPUangPersediaan(SPP.UpJ; ', ' ..".:
b) SPP Ganti Uang (SPP-GU);: : :: ' , ',.'

d) SPP BaranglJasa (SPP-LS); dan

e) SPP Gaji dan T\rnjangan Pegawai (SPP-LS Gaji dan Tunjangan).
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Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan

spD, Bendahara Pengeluaran mengajukan sPP (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU,

SPP-LS dan SPP-LS Gaji/Tunjangan lainnya kepada Pejabat Pengguna

Anggaran/PenggUna Barang atau Pejabat Kuasa Pengguna/Kuasa Pengguna

Barang melalui PPK-SKPD sebagai dasar penerbitan Surat Perintah

Membayar (SPM).

Bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-UP kepada Pejabat

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran kuasa Pengguna Barang melalui PPK-SKPD melakukan penerbitan

SPM dalam rangka pengisian uang persediaan pengeluaran yang bersifat

tetap, seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-

hari. untuk kegiatan yang akan segera dilaksanakan dapat diqjukan sesuai

dengan kebutuhan yang direncanakan dan diberikan sekali dalam setahun

dan belum membebani pagu anggaran'

a. Pengajuan SPP-GU.

1) Setelah Dana Uang Persediaan digunakan, untuk belanja beberapa

kegiatan dan untuk. mendapatkan u*1 selanjutnya, Bendahara

Pengeluaran dapa! rnengEuUT, SPP-GU 
_sebagai 

pengganti dana

sebelumnYa;

2) Bendahara Pengeluara4,t, trrengajuia-n SPP-GU kepada Pejabat

Pengguna AnggaranlPeng*pfna Barang atau Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Barang melalui PPK-SKPD;

3)

4l

n',untuk,,,,F,errg*si : uarr$ persediaan yang telahSPP-GU diajuka

clrgunakan;

Kelengkapan dokusren SFP.GU terdiri dari :

a) Surat Pengantat SPP1'QUi , ,-:

b) Ringkasan SPP-GU;

c) Rincian SPP-GU;

d) Salinan SPD; dan
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e) Rekapitulasi Laporan pertanggungjawaban (LpJ) Bend.ahara
Pengeluaran sPJ GU sebelumnya yang ditandatangani oleh ppK-

SKPD.

5). surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara
pengeluaran atas penggunaan dana spp-up/Gu/Tu sebelumnya;

6). surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat pengguna

Anggaran/Pengguna Barang atau pejabat Kuasa pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang menyatakan bahwa uang
yang diminta tidak digunakan untuk keperluan selain Ganti Uang
Persediaan; dan

7). Lampiran lainnya.

b. Ketentuan SPP-UP dan SPP-GU :

a) keperluan pengeluaran sehari-hari yang harus

b) pengeluaran dapat diganti kembali dengan mengajukan Spp-GU

dengan melampirkan pengesahan SPJ;

c) Dana uang Persediaan diajukan untuk pengisian uang persediaan

bukan untuk pembayaran langsung dan diberikan sekali dalam

setahun; dan

d) pelaksanaan pembqyarart agan'hie@n SPP-UP1GU harus dilakukan

menurut ketentuan3,rang,berlakur,an a lain:',

1) Setiap pengeluaran tld:r :.dipC kgnankan melampaui dana pad.a

kode rekening anggaran yqng disediakan dalam DPA;

2) Setiap pembaSraran haq,us bedesarkao tanda bukti yang sah;

3) Pembay"ru.r, untUk pernbglian langsung kepada satu pihak ketiga

tidak diperkenankan, me.lelfhi jwr{l sebesar Rp. 50.000.000,00

(lima puluh juta rupia-l'), rkecuali untuk pembayaran biaya

langganan daya dan jasa serta biaya pengadaan bahan bakar

minyak (BBM) melalui Pertamina/SPBu;
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Dalam setiap pembayaran harus dilaksanakan ketentuan mengenai

perpajakan; dan

DanaUangPersediaantidakbolehdigunakanuntukpengeluaran
yang menurut ketentuan harus dibayarkan dengan SPP-LS;

c. Pengajuan SPP- TU'

1) SPP-TU diajukan untuk menambah uang persediaan;

2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-TU kepada Pejabat Pengguna

Anggaran/PenggunaBarangatauPejabatKuasaPengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang melalui PPK-SKPD;

3) Ketentuan SPP-TU antara lain:

a)digunakanuntukmelaksanakankegiatanyangbersifatmendesak
atau sesuai dengan jadwal kegiatan harus segera dilaksanakan;

b) Tambahan uang digunakan untuk kebutuhan satu bulan dan tidak

digunakanuntukmembiayaipengeluaranyangmenurutketentuan
berlaku harus d'ibayarkan dengqn SPP-LanSsung tLSh d1,

c) jika tambahan uang pqrsedraan tidak h+is disunakal dalam 1 (satu)

bulan,makasisaTq4hahanUangharusdisetorkembalike
*raeraht,'pa-d4r,akhir periode permintaan uangrekening Kas Umum D

4l

s)

persediaan, kecuali,; ' ,',''

(1) kegiatan yang pef saA melgbihi 1 (satu) bulan; dan

(2)kegiatanyangmenga,lpenufldaa:r''darijadwalyangtelah
ditetapkan yaeg..diaHba 'ale]h stiwaidl luar kendari PAIKPA'

4) Kelengkapan dokumen-SPP-TU,-terdrri,dari 
"

1). Surat Pengantar SPP-TU;

2). Ringkasan SPP-TU;', ' ' 't " '- : . 
l: "'

5). Rekening Koran yang Menu4iukan Satdo Terakhir'

6). Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian

tambahan uang Persediaan;

41



d.

7ir. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pejabat Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang atau Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang menyatakan bahwa uang

yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Tambahan

Uang Persediaan saat pengajuan SP2D; dan

B). Lampiran lainnya.

Pengajuan SPP-LS.

Ketentuan Pembayaran melahri pembebanan Langsung (LS):

a. Pelalsanaan pembeyaren ke pada pihak ketiga yang nilainya di atas Rp.

10.0OO.OOO,0O (sepuluh juta rupiah);

b. Jasa pelayanan kesehatan;

c. Pengeluaran pembiayaan.

Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa

a) atas dasar permohonan PPTK, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-

LS Pengadaan Barang/Jasa kepada Pejabat Pengguna

1)

Anggaran/Pengguna . Barang atau 'Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Barang melalui PPK-SKPD, untuk

pembayaran uarlg rnuka ry pembayaran atas prestasi pekerjaan

(termin/MC) paling t at,f. irlJlt.,:,..i sejak diterima permohonan

pembayaran dari penyedia Uai,angi;asa;'',, :'

b) kelengkapan dokumen SPP-LS mencakup :

1). Surat Pengantar S'PF-IS;1,.:,:,...:: :.:..;,. .:, ,

2" Ringkasan SPP-LS; '' '' ':

3. Rincian SPP-LS;

4. Salinan SPD;

5. Surat Pernyataan Tangguag'Jawab FAII{PA;

6. Kuitansi bermaterai yang ditandatangani Pihak Ketiga disetujui oleh

PA/KPA dan Bendahata Pengeluaran;
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7. Kontrak;

B)' Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh
Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank;

9). Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;

10). Berita Acara Pemeriksaan Kemqiuan pekerjaan;

11). Berita Acara Pernyataal Selesainya Pekerjaan;

12). Berita Acara PjPHP/PPHP dan Dokumentasi;

13). Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

14). Berita Acara Pembayaran;

15). Laporan dan BackUpData;

16). Biling PPn dan PPh;

17). Kelengkapan lainnya yang diisyaratkan; dan

18). Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang atau Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran/Krrasa Pengguna Bara4g iang menyatakan bahwa uarlg
yang diminta tidak dipergunakan untuk keperiuan selain

Pembayaran Langsung (LS). ,, 
, ,,

.:..' ,,1t,,, :

2l Pengajuan SPP-LS Gaji dan tuniq4gan Pegawai seila Penghasilan Lainnya.

Pengajuan SPP-LS Gaji h,rduk dibuqt.an 3 dilampiri dokumen sebagai

berikut : ' .','

.

2\. Ringkasan::1tt,
3). Rincian SPP-LS;

4). Salinan SPD;

5). Biling PPn dan ,"n, ' ,,,,, , .'i

6). Daftar Gaji dan Tunjangan serta Tlrnjangan lainnya; dan

7). Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran pada Bank tempat

penyimpanan Kas Umum Daerah;

43



3) Pengajuan SPP-LS Belanja Pegawai Gaji susulan, Kekurangan Gaji dan

tuqjangan Jabatan dan uang Duka wafat/Tewas, dibuat rangkap 3 (tiga)

dilampiri dokumen sebagai berikut :

1) Nomor Rekening Benda,hara Pengeluaran pada Bank tempat

penYimPanan Kas Umum Daerah;

2l Daftar Pengantar SPP;

3) Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja Pegawai dengan dilampiri;

4) Copy SK CaPeg (dilegalisir);

5) Copy SK Mutasi (dilegalisir);

6) Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (dilegalisir);

7) Tembusan surat Keterangan Penghentian Pembayaran {sKPP); dan

S) Tembusan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran

Tunjangan Keluarga (SKUM-PTK)'

9) Biling PPn dan PPh;

c) susulan Gaji karena dijatuhi hukuman disiplin dilampiri :

1) Copy SK Pangkat teraldrir {dilegalisir}; dan.,'

2)CopySKhukumandisiplindariBupati(dilegalisir).

, _ . .,,.,,::,;,., ,:.1..,,:,;,,.;,.

d) Untuk Kekurangan Gaji dilia.mpiri;i.',,,. ' 
,".;,,,';.',,

2) Copy SK Berkala (dilegalisir); dan

3) Copy daftar gaji PNs:yang&rsaAgmtare seb,e rn naik dan daftar gaji

setelah ada kenaikatiYans dile P'

e) Pembayaran Kekuranga* ?Unjaqg4n Jabatan dilarrrpiri:

1) Copy SK Jabatan Strukt {dile$ipi$;" "'"'

2) Copy SK Jabatan Fungsional idile,galisir); .

3) Copy Surat Pernyataan Pelantikan {dilegalisir}; dan

4) Copy daftar gaji PNS yang bersangkutan sebelum naik dan daftar gaji

setelah ada kenaikan yang dilegalisir SKPD-
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pembayaral Terusan Gaji (dibayarkan selama 4 bulan) dilampiri

1) Copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan

(dilegalisir)

2) Copy SK Pangkat Terakhir (dilegalisir);

3) Copy Surat Nikah (dilegalisir); dan

4) Potongan luran Wajib Pegawai (IWP) sebesar 2 %o.

dan Camat

3) pengajuan SPP-LS BPJS dibuat rangkap 3 (tiga) dilampiri dokumen sebagai

berikut:
a) Surat Pengantar SPP;

b) Surat Permintaan Pembayaran; dan

c) Rekapitulasi Daftar Gaji.

i, Penerbitan SPM.

a. setiap SPP yang memenuhi persyaratan dinyatakan lengkap dan sah,

akan dibuatkan rancangan SPM oleh PPK-SKPD selanjutnya dimintakan

tandatangan Pejabat Penggurra AnggaranlPengguna Barang atau Pejabat

yang diberi wewenarrg.,menandat4ngani SPM. Penerbitan SPM paling

lama 2 (dua) hari kerja terhituagrsej* diterim-anya SPP;

b. Apabila SPP dinyatakan tid$ leng$, -, PPF-SKpD akan menerbitkan

Surat Penolakan Penerbita4:"SPM yang ditandatangani oleh Pejabat

Pengguna AnggaranlPens Uaa Barang atau. Pejabat yang diberi

menandata,rlgani'*f 
,:darr...selardutnya 

diberikan kepada

Bendahara Pengelua.rao untuk. penyempurnaan. Penolakan

SPM paling.l4r4bat 1 (satu;| harikeda sejak SPP diterima;

c. SPM yang telah diterbilkan, untuk selanjut4ya diajukan kepada PPKD

Selaku BUD untuk penefbitan, SP2D; , ' ''". :

d. Penatausahaan pengeluaran SPM, dimaksud dilaksanakan oleh PPK-

SKPD;
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e. Persayaratan pengajuan sPM uang Persediaan (sPM-uP) sebagai dasar

penerbitan SP2D-Uang Persediaan (UP) :

1). surat Pengantar Pengajuan sP2D-uP yang ditandatangani oleh

PA/KPA.

2) SPM;

3) Surat Pengantar SPP-UP;

4l Ringkasan SPP-UP;

5) Rincian SPP-UP;

6) Salinan SPD;

7) Stempel Verifikasi PPK-SKPD pada SPM; dan

8) Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban {LPJ) Bendahara

Pengeluaran SPJ GU sebelumnya yang ditandatangani oleh PPK-SKPD

dan diketahui oleh PA/KPA SKPD.

f. Persyaratan Pengajuan SPM-Ganti Uang Persediaan (GU) sebagai dasar

penerbitan SP2D-Ganti Uang Persediaan (GU) :

1) Surat Pengantar Pengajuan SP2D-GU yang ditandatangani oleh

PA/KPA.

2) SPM;

3) Surat Pengantar SP?-GU; , " '''
4) Ringkasan SPP-GU;

5) Rincian SPP-GU; , '- .'' ' , ,
6) Salinan SPD;

7l Stempel Verifikasi PPf SffO':Snda,'SBM; dan '

8) Rekapitulasi Laporan P,,ef.@+g iawaban (LPJ) Bendahara

Pengeluaran SPJ GU sebelumnya yang ditandatangani oleh PPK*SKPD

c. Persyaratan Pengajuan SPM-Tarnbah Uang (TU) sebagai dasar penerbitan

SP2D-Tambah Uang {TU) :

1) Surat Pengantar Pengajuan SP2D-TU yang ditandatangani oleh

PA/KPA.
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2) SPM;

3) Surat Pengantar SPP-TU;

4l Ringkasan SPP-TU;

5) Rincian SPP-TU;

6) Salinan SPD;

7) Stempel Verifikasi PPK-SKPD pada SPM; dan

8) Rekening Koran yang menunjukan Saldo Terakhir.

d. Persyaratan Pengajuan SPM-LS Barang dan Jasa sebagai dasar

penerbitan SP2D-LS Barang dan Jasa :

1). Surat Pengantar Pengajuan SP2D-LS Barang dan Jasa yang

ditandatangani oleh PA/ KPA.

2l.. sPM;

3). Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa;

4). Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa;

5). Rincian SPF-LS Barang dan Jasa-;

6). Salinan SPD;

7). Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

8). Kuitansi bermaterai.,yang di!64d gani Pihak Ketiga disetujui oleh

PA/KPA dan Bendahara kngqluaraa;t' ,' l

9). Kontrak; '. , ,....,

LO).Surat Jaminan Bank atau,yang dipersamqke,i yaqg dikeluarkan oleh

Bank atau Lembaga KeuangaA,NO*t$€nk; ..

11). Berita Acara PemeriksaanBele,fja , r,.

12). Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekefraan;

13). Berita Acara eern3r4 selesainya pekerjaani

14). Berita Acara P2HP darr l}okurient&si;,,,.' '

15). Berita Acara Serah Terima Pekerjaan: .

16). Berita y'rcara Pembayaran:

171. Laporan dan Back Up Data:

18). Biling PPn dan PPh disertai:
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e.

19). Stempel Verifikasi PPK-SKPD pada SPM; dan

2O). Kelengkapan iainnya yang di syaratkan.

Persyaratan Pengajuan SPM-LS Gaji dan Tunjangan serta Tunjangan

lainnya sebagai dasar penerbitan SP2D-LS Gaji dan Tlrnjangan lainnya :

1). Surat Pengantar Pengajuan SP2D-LS Gaji dan Ttrnjangan lainnya

yang ditandatangani oleh PA/KPA.

2). SPM;

3). Surat Pengantar SPP-LS Gaji dan T\rnjangan lainnya;

4). Ringkasan SPP-LS Gaji dan Tunjangan Lainnya;

5). Rincian SPP-LS Gqii dan T\rnjangan Lainnya;

6). Salinan SPD;

7). Surat Pernyataan tanggungjawab PAIKPA.

8). Daftar Gaji dan Tlrnjangan serta Tunjangan lainnya; dan

9). Biling PPn dan PPh;

L0). Stempel Verifikasi PPK-SKPD pada SPM.

Setelah tahun anggarall berakhir, Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna

Barang dilarang menerbitkan SPM' yang nxembebani tahun anggaran

berkenaan;

penerbitan sPM-uP/SFM-GUJ,SPM-TU/9 -LS Barang dan Jasa

u PPK-SKPD menerirna SPF-uP/.SPP=GUISFP-TU yang diajukan oleh

Bendahara Pengeluaran;,::': : l

2l PPK-SKPD meneliti kebhgkd men sPP-uPlsPP-GUlSPP TU;

3) PPK-SKPD mencatat, SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU yang diterima ke

dalam register SPP, -tr P I SPP-G -I 
I / SPP-TU I SPP- LS ;

4l Jika kelengkapan dokumen SPP-UPISPP-GU/SPP-TU dinyatakan

lengkap dan sah, PPK-SKPD rne,,nyiapkan sPM-uP/ SPM-GU/ SPM-TU

untuk ditandatangani oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang atau Pejabat yang diberi vrewenang menandatangani SPM;

c,b.
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Batas watr<tu antara penerimaan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TUISPP-LS

dan penerbitan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS, selambat-

lambatnya 2 (dua) hari kerja;

Jika kelengkapan dokumen SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU dinyatakan

tidak lengkap dar.f atau tidak sah, maka PPK-SKPD menolak untuk

menerbitkan SPM-UPISPM-GU/SPM-TU dan selanjutnya

rnengembalikan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU paling lambat 1 (satu)

hari kerja terhitung sejak diterimaflya peng4juan sPP kepada

bendahara pengeluaran untuk dilengkapi dan diperbaiki;

pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Pejabat yang

diberi wewenang menandatangani sPM menerbitkan SPM-UP/SPM-

GU/SPM-TU paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak

diterimanya pengajuan SPP-UP/SPP-GUISPP-TU yang dinyatakan

lengkap dan sah;

PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU yang

diterima ke'dalam Register Penerbitan SPM;

PPK-SKPD mencatat penolakan SPM-UPISPM-GU/SPM-TU yang

diterima kedalam Regrster Penolakan SPP; dan

sPM-UP/SPM-GUISPM-TU;.,.d'ikirirn ke F?KD Selaku Bendahara

Umum Daerah *nt*rt sel4ptnya'diterbitkan SP2D'

h. Penerbitan SPM-LS 
,. ,

1-) Pembayaran sebaga! spivt'l-sturituk'; - '.:' 
i 

",
laan pemb4yaran'ka,qe1{a,',, ketiga;

b) belanja gaji, tunjqqgan,pegawai''dqn penghasrlan lainnya;

d) jasapelayanankesehatan; ', ..''
2) ppK-SKPD menerima SPP.LS' baik, untuk Pengadaan Barang/Jasa

maupull belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan yang

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

3) PPK-SKPD mencatat SPP-LS yang diterima ke dalam Register SPP;

7l

s)

6)

8)

el

10)
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4) PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen sPP-LS, jika kelengkapan

dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan

spM-LS untuk ditandatangani oleh Pejabat Pengguna

Anggaran/PenggunaBarangatauPejabatyangdiberiwewenanguntuk

menandatangani SPM;

s)jika kelengkapan dokumen sPP-LS dinyatakan tidak lengkap dan/atau

tidak sah, maka PPK-SKPD menolak untuk menerbitkan sPM-LS dan

selanjutrrya mengembalikan SPP-LS paling lambat 1 (satu) hari kerja

terhitung sejak diterimanya pengajuan sPP kepada bendahara

pengeluaran untuk dilengkapi dan diperbaiki;

6) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Pejabat yang diberi

wewenang menandatangani sPM menerbitkan SPM-LS paling lambat 2

(dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengqiuan sPP yang

dinyatakan lengkaP dan sah;

7) ppK-SKpD mencatat penerbitan SPM-LS ke dala"no Register Penerbitan

SPM;

mencatat penolakan penerbitan SPM-LS yang diterima ke

dalam Register Penolakan SPM; U*,,
9) SPM-LS dikirim ke -q* se$$nl.B,,.,e,,1dahara Umum Daerah untuk

se1anjutnyaditerbitkan.S?2D;..'..............
...

3. Batas waktu Penyampaian- SPM tuk penerbita4 SP2D'

rrr Spna uatuk penerbitan SP2D,.Gaji selambat-lambatnya

tanggal 2O bulan sebelqmnya;,,:,,,':...'r,,,:..',,-:,:.'

r, pe,n:raqpaian'SPM.Gaji untuk penerbitanb. Pada akhir tahun anggarar

SP2D selambat-lambatnya tanggal 16 Desember tahun anggaran

berkenan dengan diberi tangga! aw-al,permu1aan hari kerja pada tahun

c. Pada akhir tahun angga-ran, penyampaian SPM'GU /TU /LS Barang /Jasa

untuk penerbitan SP2D selambat-lambatnya tanggal 2O Desember tahun

anggaran berkenaan.
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4. Penggunaan Dana

a. PPK-SKPD menerima SP2D (Iembar 2) yang dibubuhi cap telah

diterbitkan SP2D tanggal dan nomor;

b. PPK-SKPD rnencatat sP2D yang diterima dalam register sP2D;

c. PPK-SKPD rnenyerahkan sP2D ke Bendahara Pengeluaran;

d. Bendahara Pengeluaran mencatat SP2D yang diterima ke dalam register

SP2D;

e. Bendahara Pengeluaran (atau pihak ke tiga) menerima transfer uang ke

rekeningnya dari tempat penyimpanan Kas Umum Daerah;

f. Bendahara Pengeluaran mencatat transfer/penerimaan kas ke dalam

Buku Kas Umum;

g. Bendahara Pengeluaran mencatat ke dalam Buku Simpanan/Bank fiika

pembebanan uang persediaan/ gantt uang dan tambah uang persediaan);

h. Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran kas kedalam Buku

Kas Umum dan Buku Panjar, jika uqng yang dikeluarkan belum disertai

i. Bendahara Pengeluqrqrl mencatat pemotongan dan penyetoran pajak ke

*-;'t':,: t5. Pertanggungjawaban Penggunaan Dcxit€t:'"..,r 
:

a. Bendahara Pengelu,qrarl.r ..,i,... seq.q1F , administratif wajib,

mempertanggungiawabkan peAgpaaaA,&na UP/ GU / TU kepada Pejabat

Pengguna AnggaranLPenggpna Barang m.e14$i PPK-SKPD setiap

b. Dokumen yang digunakan cial,am menatausahakan pertanggungiawaban

penge1uaranmenca1a"lp:....',...:..-,...
1) Register Penerimaafr Lapor4n Pertqnggqng jawaban Pengeluaran

(SPJ); a,,, ,.., . , ', "

2\ Re gister Pengesahan tapolan Perlaqggung j awaban Pengeluaran(SPJ) ;

3) Surat Penolakan Laporan Pertanggung jawaban Pengeluaran (SPJ);

4l Register Penolakan Laporan Pertanggung jawaban Pengeluaran {SPJ);

dan
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5) Register penutupan Kas.

c. Dokumen laporan pertanggungjawaban mencakup :

1) Buku Kas Umum;

2) Ringkasan Pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-
bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian
obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran perincian obyek
dimaksud;

3) Bukti atas penyetoran ppn/pph ke kas negara; dan
4) Register Penutupan Kas.

d' Buku kas umum ditutup setiap bulan dengan diketahui dan persetujuan
pejabat Pengguna Anggaran/ pengguna Barang;

e. Dalam hal laporan pertanggung jawaban telah sesuai, pejabat pengguna
Anggaran/Pengguna Barang menerbitkan surat pengesahan laporan
pertanggung jawaban;

f. Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang
disampaikan, PPK-SKpD berkewajiban :

1) Meneliti kelengkapan dokrrmen laporan pertanggungjawaban dan
keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;

2t Menguji kebenaran perhi pengeluaran per rincian obyek
yang tercantum dala4 ringllas-an pei,rincian obyek;

3) Menghitung pengenaan F${PFh per:prineian obyek; dan
4l Menguj i kebenaran sesuai- dengq,n,s!!{' dan sp2 D yang diterbitkan.

g. Dokumen pendukung . sPF LS.",. apa-f;..:,diperbamakan dengan bukti
pertanggunglawaban :atas .pengqlu pembayaran beban langsung

kepada pihak ketiga;

h. Bendahara Pengeluaran pada SKPD, wajib, mempertanggungiawabkan

secara fungsional atas , pglgelolaan,, uang yang menjadi tanggung
jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban

pengeluaran kepada Kepala Badan Up. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
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I' Penyampaian pertanggungiawaban bendahara pengeluaran secarafungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan
pertanggungjawaban pengeruaran oleh pejabat pengguna
Anggaran / pengguna Barang;

j' Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang melakukan pemeriksaan
kas yang dikelola oleh Bendahara pengeruaran sekurang_kurangnya 1
(satu) kali dalam 3 (tiga) butan;

k' Bendahara Pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola
Bendahara pengeluaran pembantu setiap bulannya;

1. Bendahara pengeluaran yang mengerola belanja bunga, hibah, bantuan
sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terd,uga dan
pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

m' Pengisian dokumen penatausahaan Bendahara Pengeluaran dapat
menggunakan aplikasi komputer d,an/ ataualat elektronik lainnya.

C. PERGESERAN ANGGARAN.

1. Pergeseran anggaran se{apat rnungkin 
-dihindari 

untuk mewujudkan
konsistensi perencanaan anggaran dan pelaksanaannya;

2. Pergeseran antar rincian obyek biianja,.dalanl oUvet< belanja berkenaan

an selaku PPKD;

3. Pergeseran antar obyek be a"'dal@ jenis 'belanja dilakukan atas
persetujuan Sekretaris,D-aerah; :, ,

4. Pergeseran anggaran dimaksUd,,aitgfua',.2- dan',3,dilakukan dengan cara

mengubah Perafuran Bupati,;lentqpg,,:pqjabaran APBD sebagai dasar

pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan

peraturan daerah tentang perubahan APBD;

5, Tata cara pergeseran nimia,antar,rineianrobyek belanja dalam obyek

belanja berkenaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Kepala SKPD mengqjukan permohonan untuk melakukan pergeseran

anggaran kepada Bupati;
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b) Pengajuan permohonan pergeseran dilakukan penelitian dan
pengka,iian oleh TApD; dan

c) Hasil peneritian pengk4iian menjadi bahan pertimbangan persetujuan
Sekretaris Daerah dan ppKD;

d) 
'KPD 

yang terah mendapat persetujuan pergeseran wqiib
memforsrulasikan ke dalarq DppA_SKpD.

6' Pergeseraa anggaran tidak dapat dilakukan setelah peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD ditetapkan.

SSLIITAII,
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR t;! TAHUN 2O2O

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENI}APATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O

TATA CARA PEITYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAI{
BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAI{ SOSIAL, BELANJA SUBSIDI DAN

BELANJA BAI{TUAN KEUANGAN

A. BELANJA HIBAH.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah
daerah kepada pemerintah atau pemerintah d.aerah lainnya, perusahaan
daerah, masyarakat dan organisasj kemasyarakatan, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukarurya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,
serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang

: 
,:: :,i:1. :., . : .:al: ,: .a ..

Pemerintah Daerah dapat mer4h.erila4 hib,ah sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah memprioritas.ka. pernenuhan belanja urusan
wajib. Pemberian hibah.ini ditqfutkan untuk,,menuqiang pencapaian sasaran
program dan kegiatan .'pemerintah.. daer,ah dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas;.,daqrn tu.ntukmasyarakat.
Kriteria Pemberian Hibah :

a. peruntukkannya secara spesifik telah d.itetapkan;

b. tidak wajib, tidak mengi@i. dan. tidak, terr.s menerus setiap tahun
anggaran, kecuali ditentukan Uln oteh,Peraturan Perundang-undangan;

dan

c. Memenuhi persyara"tan penerima hibah.
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Hibah dapat diberikan kepada:

a. Pemerintah.

Hibah kepada pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari
kementrian/lembaga pemerintah non kementrian yang wilayah kerjanya
berada dalam daerah bersangkutan.

b. Pemerintah Daerah lainnya.

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah
otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan
Peraturan Perundang-undangan.

c. Perusahaan Daerah.

Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada Badan Usaha Milik
Daerah daiam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah
dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

d. Masyarakat.

Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang

memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan,

kesehatan, keagamaaq, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-
profesional dengan perqy4ratanBaling$ikit ;'

b. Berkedudukan dalgrn *{ayufn adriinistrasi pemerintah daerah yang

bersangkutan.

e. Organisasi Kemasyarakatan,",',,1

Hibah kepada organisasi kemasyarqk4@ diberikan kepada organisasi

masyarakatan yang dib,entuk berdasarkan Peraturan Perundaag-
:

und"angan dengan persyaratan paling sedikit :

1. Telah terdaftar pada pefileq+tah,dae,ralr'setempat paling sekurang-

kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-

undangan;

2. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang

bersangkutan, dan memiliki sekretariat tetap.
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3. Penganggaran Hibah

a. Pernerintah, pernerintah daerah lainnya, perusalraan daerah,

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan

usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah;

b. Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi

usulan tersebut;

c. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa

rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD; dan

d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut sesuai

dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat

dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara

tertulis kepada Bupati. Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan

evaluasi usulan tersebut, selanjutnya menyampaikan hasil evaluasi berupa

rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas

dan kemampuan keuangan daerah.' Rekomendasi kepala SKPD dan

pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah

Pencantuman alokasi anggaran'meliputi : ., :',

a. arrggararr hibah berupa uang dieantumkan dalam RKA-PPKD dan

dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah,

obyek dan rincian obyek t@a padi', PPKD, Pelaksanaan anggaran

hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

b. anggaran hibah berupa barang atau jasa, dicantumkan dalam RKA-SKPD

dan dianggarkan dalam kelompok belaqia langsung yang diformulasikan

kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja

barang danjasa, obyek belanja hibah barang danjasa berkenaan kepada

pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau

jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan dengan SKPD,
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Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas
DPA-SKPD' Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan
sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran
dan diungkapkan pada catatan atas raporan keuangan daram
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

B. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keruarga, kerompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan serektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosiar kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah dan
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan

Anggota/ kelompok rnasyarakat penerima bantuan sosial meliputi :

a. individu, keluarga, danfatras masyarakat,yang mengalami keadaan
yang tidak stabil se'a,agai q$!p!t.dari krisis sosial, ekonomi, politik,

i '.. '.' ..:. :t .,.,

bencana, atau fenome-na alq+, agar.U,qF,.at raemenuhi kebutuhan hidup
minimum; dan

lidikan, keagamaan, dan
bidang lain yang berperan .untuk.,rrrelindungi individu, kelompok,

:':, .t. .'::..t,,
dan/ atau masyarakaf dari kEmu+w-liid terjadinya resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial kepada: anggota/kelompok masyarakat harus
memenuhi kriteria paling sedikit:

a. Selektif; -, 
, ,,..,,,. . 

.,t,''

Bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang

ditujukan untuk melindungr dari kemungkinan resiko sosial;

b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan, yaitu:

1. Memiliki indentitas yang jelas; dan
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2' Berdomisili daram wilayah administratif pemerintah daerah setempat-
c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan

tertentu dapat berkelanjutan;
kriteria bersifat sementara dan tidak terus menems diartikan
pemberian bantuan sosiar tidak wqiib dan tidak harus diberikan
tahun angga.ran.

bahwa

setiap

keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial
dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah
lepas dari resiko sosial.

d. Sesuai tujuan penggunaan.

Kriteria sesuai tuJuan penggunaan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial
meliputi:

1) Rehabilitasi sosial;

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan
seseorang yang mengalami disfungsirsosial agar dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar.. .l

2) Perlindungan sosial;

ditujukan untuk mencegah d?1-l,,rrre.1r.,qggani resiko dari guncangan dan
kerentanan sosial se$eoraq.gi *eru,3rqf, kerornpok masyarakat agar
kelangsungan hidupnyq dapa-t-,{ip'bnuhi,,,gesuai deagan kebutuhan dasar
minimal. ' 

.::']:,

3) Pemberdayaan sosial;

ditujukan untuk rreeiaa;kan.. s€orqng.atau kelompok masyarakat yang

mengalami masalah,:sosial rneppurryai d.aya, sehingga mampu memenuhi
kebutuhan dasarnya ,:, . , ,,1 

., ,...

merupakan skema yang melembaga uatuk menjamin penerima bantuan

agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
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5) penanggulangan kemiskinan;

merupakan kebijakan, prograrn, dan kegiatan yang dilakukan terhadap

orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi

kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

5) penanggulangan bencana;

merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk rehabilitasi.

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosia,l diatur tersendiri melalui

Peraturan Bupati Barito Selatan.

C. BELANJA SUBSIDI.

Bantuan Belanja Subsidi adalah Dana Bantuan Pemerintah Daerah

Kabupaten Barito Selatan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang

dananya diperlukan untuk biaya produksi agar harga jual produksi/jasa

yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Adapun Bantuan Subsidi arrtara lain :

.

- Bantuan Kepada PDAM.

Sedangkan besa.rnya bantuAn su@j$. g diberlkan disesuaikan dengan

keperluan perusahaan/ 1e1!aga',.-ry1:.1*adengan terlebih dahulu dilakukan

audit dan aturan pelaksanagnny*tdituaogkan dengan Peraturan Bupati.
. , .,

D' BELANJA BANTUAN KEUANGAN:," '.:,::r i 
':i ':': ' ' ' ',

Bantuan Keuangan adalah n t.;B Keuangan dari Pemerintah

Kabupaten Barito Selalan,yang di*lskasikan pada A?BD Kabupaten Barito

Selatan . : ' .|

Adapun Bantuan Keuangan anta"ra iain :

1. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi

adalah bantuan dana langsung yang diberikan Pemerintah Kabupaten

kepada Pemerintah Provinsi.
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Bantuan Keuangan yang diberikan pemerintah Kabupaten kepada
Pemerintah Provinsi dimaksud bertqiuan untuk meningkatkan sinergitas
hubungan kinerja pembangunan daerah daram upaya mempercepat
pembangunan provinsi Karimantan Tengah yang berkesinambungan.
Adapun Bantuan Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah provinsi
antara lain :

- Bantuan pendanaan Bersama transporder TVRI Kalteng.
sedangkan besarnya bantuan yang diberikan oreh masing_masing
Kabupaten akan d"itentukan merarui Mou dan kesepakatan seruruh
kabupaten/kota se-provinsi Kalimantan Tengah yang seranjutnya
ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Karimantan Tengah.

2' Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya danlatau
Pemerintah Desa.

Bantuan Keuangan yang diberikan pemerintah Kabupaten kepada
Pemerintah Desa merupakan bantuan langsung yang menyentuh
kebutuhan masyarakat sesuai skala prioritas dalam mewujudkan visi
dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Bantuan Keuangan kepada Pernerintah Desa dimaksudkan untuk
memperdayakan masyarakat pedesa , dalam rnempercepat pemerataan
pembangunan pedesaan daQm rangka mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui peningkat* 

"rrrn dan prasarana pedesaan.

Adapun tujuan diberiliannya Bantuim,,Keuangan kepada pemerintah

Desa yaitu untuk : r 'r:::':ir 
.

a. menumbuhkembangkal.,prrttisifasi,-masyarakat dalam pelaksanaan

pemerintahan, penabangunan dan kemasyarakatan;

b. pemerataan hasil pembangqnan dan pengembangan wilayah d"engan

membuka akses melalui peningkatan sar€Lna dan prasarana

infrastruktur pedesaan ; dan

c. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian

masyarakat pedesaan.
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Bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah
a. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Desa

bersumber dari ApBD; dan
b. Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Desa antara lain ;

Adat {ADDA) yans

Pedoman pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah Desa d.iatur
secara khusus dengan peraturan Bupati Barito Selatan.

3. Bantuan Keuangan kepad"a partai politik.
Bantuan keuangan kepada partai politik adarah bantuan keuangan
bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai
politik yang mendapatkan kursi di DPRD diperhitungkan berdasarkan
jumlah perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Komisi pemilihan
Umum.

Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana
penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai
politik.

Kegiatan pendidikan politik dimaksud yaitu berkaitan dengan :

a. peningkatan kesadaran hak :dan 
kewqiiban masyarakat dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berne gata;
b. peningkatan pqrtisipasi"'po{itik,.,rr{ah inislqtif rnasyarakat d,alam

kehidupan bermasyarakat, berbang*" a"r, bernegara; dan
c. peningkatan keniiandiriaa, kedewasaan dan' mernbangun karakter

bangsa d.atam rangka medelihara p- glsatuan dan kesatuan bangsa.

l

Sedangkan kegiatan operasional Sekretariat adalah :

a. administrasi umum;

b. berlangganan daya danjasa; : :,:,. .. ,,)

c. pemeliharaan data dan arsip, dan

d. pemeliharaan peralatan kantor.
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Pedoman pemberian Bantuan Keuangan kepada Pat'tai Politik diatur
secara khusus dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR T$ TAHUN 2O2O

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O

KTGTATAII PENGADAAIY BARANG/JASA.

A. UMUM

a. Kegiatan dilaksanakan oleh sKpD sesuai tugas dan fungsinya.
b. Pelaksanaan kegiatan tidak boleh menyimpang dari DpA _ sKpD

yang telah disahkan dan tidak mer;ampaui pagu anggaran yang
disediakan, serta tidak boleh mengadakan suatu kegiatan yang

felum 
ada pos anggarannya.

Terkecuali disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang
dilandasi adanya kondisi situasional yang mendesak dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan. dan pembangunan secara khusu s.

r sangat menentukan
pencapaian has.il, tepat ,waktu,,..,t€pat mutu, tepat sasaran dan
manfaat **rt*. '' teriib '.. , a@inistrasi dengan tetap
berpedoman/memperhatika4 peraturan, -dan ketentuan yang

berlaku.

d. Analisa harga satr;.an ,dala-lE.,, F.i,llntu pekerjaan pemborongan,

sudatr termasuk keuntungan pemborong sehingga tidak dibenarkan

mencantumkan :.keuottr:rgan P-enyedia Barang/Jasa dalam

SPK/Kontrak. Klasifikasi,,barang dan jasa yang belum tercantum

dalam standarisasi dan atau melampaui harga indeks biaya

kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan honorarium, agar

mengajukan surat persetujuan kepada Bupati.
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e. Tata cara/prosedur pengadaan barang/jasa berpedoman pada

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah.

f. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan, kegiatan pengadaan

Barang/Jasa harus disampaikan ke Bupati Barito Selatan Up.

BAPPEDA, BPKAD dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan serta melalui monev

online.

B. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH.

1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan Penyedia

Barang/Jasa.

Pengguna barang/jasa diwajibkan men1 rsun perencanaarl pengadaan

barang/jasa yang meliputi ;

a. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

1") Pengguna Anggaran merrFrsun dan mengumumkan Rencana

Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai kebutuhan pada SKPD

masing-masing melalui aplikasi Sistem,Informasi Rencana Umum

Pengadaan (SiRIfE 
;,1:...r1,,, 

.1 ,.,.r,:,:,,, , 
',

2) Rencana Umurat' Pe1lq?da,4n Pe.,flg/Jasa meliputi kegiatan-

kegiatansebagrti,beriliqi; .'
a) Mengindenti,fikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan

SKPD; 'i 
t tt" 

.t''ttt..l-.:tt'""'': 
'-,,, '

b) Menyusun dan, menetapkan rencana penganggaran untuk
Pengadaan.Bara:ag/J&s&;,:r'..,. .' I,,, '

c) Menetapkan kebijakan umum tentang:

(1) Pemaketan peki{-jaaa i, : :, , , .' '"."'
-.:,:t... :. ..: - ..:: 

'

(21 Cara Pengadaan BaranglJasai,atau

(3) Pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa.

d) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
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3) Pengguna Anggaran melakukan pemaketan BaranglJasa dalam
Rencana umum pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran
SKPD;

4) Pemaketan ditakukan dengan menetapkan seba.ny.k-banyaknya
paket ,saha untr.rk rJs;a-tra N{ikro clan usaha Kecil serta Koperasi
Kecil tanpa mengabaikan prinsip efesiensi, persaingan sehat,
kesatuan system dan kualitas kemampuan teknis;

5) Da1am merakukan pemaketan Barang/Jasa, pengguna Anggaran
dilarang:

a) Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar
dibeberapa rokasildaerah yang menurut sifat pekerjaan dan
tingkat efesiensinya seharusnya dilakukan dibeberapa
lokasi/ daerah masing-masing;

b) Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan
jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dart/atau besaran nilainya
seharusnya dilakukan oleh usaha Mikro dan usaha Kecil serta
Koperasi Kecil;

c) Memecahkal Pengadaan .Barang/Jasa menjadi beberapa paket
d.engan maksud menghiridari tender/ Seleksi, dan/ atau

d) Menentukar:r-,Kriteria;r,persy.aiatan atau prosedur pengadaan

yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak
obyektif. 

,,,.:

6) Pengguna ffengumurtl&an Reneana Umum Pengadaan

Barang/Jasa di masing:.g1apiag.'SXpO. secara terbuka kepada

masyarakat luas'setelah,reneana kerja dan anggaran SKPD yang

disetujui bersama.loleh EPRD dan Pgqerintah Daerah;

7l Pengumuman Rencrana U::mm Pengadaan Barang/Jasa diiakukan

melalui Portal Inaproc menggunakan aplikasi Sistem Informasi

Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang terintegrasi pada

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Barito Selatan situs

Web Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk

masyarakat, surat kabar, danf atau media lainnya.-

66



8) Pengumuman RUp dilakukan kembali
perubahan/revisi paket pengadaan atau
Anggaran (DPA).

dalam hal terdapat

Dokumen Pelaksanaan

b. Jadwa-l pelaksanaan pekerjaan.

1) Pengguna barang ljasa wajib mernbuat jadwal pelaksanaan pekerjaan.

2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/jasa, waktu mulai dan berakhirnya pekerjaan dan waktu serah
terima akhir pekerjaan.

3) Pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan disusun sesuai dengan waktu
yang diperlukan serta dengan memperhatikan batas akhir tahun
anggaran.

Pembiayaan pengadaan

Pengguna barang/jasa wajib menyediakan biaya yang diperlukan untuk

c-

proses pengadaan.

d.. Prinsip pelaksanaan pengadaan.

Kegiatan pengadaan barangf,jasa dilakganakaq sesuai dengan DpA-sKpD,

apabila didalam DPA-SKPD terdap#,iia,cian, sub kegiatan maka dapat
dilaksanakan se suai dengan rineian, sub kegiatan tersebut.

..

Dalam pelaksanaan pengadaan baqje-trg/jasa har:us diperhatikan hal-hal sebagai

berikut;
1) Penyedia barang/jasa yang drhl4iuk,,,beitar-benar mampu dan memiliki

reputasi baik, dibuktikan dAri pelaksanaac'pekerjaannya, pada kontrak
yang berbeda pada waktu,lalu di SKPD yang bersangkutan atau yang lain.

2) Harga yarrg disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan

menguntungkan daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dengan

memperhatikan cara pembayaran, valuta pembayaran dan ketentuan

penyesuaian harga yang mungkin terdapat pada kontrak yang

bersangkutan.
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harga yang telah disepakati telah dibandingkan dengan daftar harga (price

Iist), analisa biaya yang dikalkulasikan secara keahlian (profesional), harga

pasar yang berlaku, Harga Perkiraan Sendiri (owner estimate/OE), dan harga

kontrak pekedaan yang sejenis sebelumnya di SKPD atau tempat pemberi

kerja yang lain.

3) Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS).

a) Perhitungan HPS/OE harus dilakukan dengan cermat, dengan

menggunakan data dasar dan mempertimbangkan ;

1) Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.

2] Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer' sestimate(EE).

3) Harga pasar setempat pada waktu penJrusunan HPS.

4l Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/ pekerjaan

sejenis setempat yang pernah dilaksanakan.

5) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh

Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media

cetak yang datanya dapat dipertanggungiawabkan.

6) Hargaltarif barang/jas4 yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen

tunggal atau lembaga independen.

7l Daftar Standar harga ea '!41if biaya,yang dikeluarkan oleh

instansi yang ber'\firenan$,,,.,.,r,,, , 4,,,.. . , ,

S) Informasi lain y'angrdapei'*iper ngiawabkan.
l:- : :.: r4,.

9i Umur HPS Maksimal 28, hari setelah, tangga!,ditetapkannya.

b) Po$a Pemiiihan wa3ip,men$rfiiu.m HPS .pada saat pengumuman

pelaksanaan pengad4,q4-,,,-,,.,,,...:,,,:,:r.,:,,.,:: l

c) HPS merupakan batas atas penawaran unfuk Pengadaan Barang,

Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya.

d) HPSIOE telah memperhitungkim : , ' ,.,' ,' "'

1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN); ' ,'

2l Biayaumum dan keuntungan yang wajar bagi penyed.ia barang/jasa.

e) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tidak terduga, braya lain-lain

dan pajak penghasilan penyedia barang/jasa (PPh).
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f) Untrrk Pekerjaan jasa konsultansi ;

1) HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari
dua komponen pokok yaifu; Biaya Personil (remuneration), dan Biaya
Langsung Non Persont| (direct reimbursabte cost).

2) Dalam Pen;rusunan HPS, Biaya Langsung Non Personil tidak melebihi

4A % {empat puluh persen) darl total biaya, kecuali untuk jenis
pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti; pemetaan udara,
survei lapangan, pengukurarl, penyelidikan tanah dan lain-lain.

g) Pembuatlpen5rusun HPS/OE harus mempunyai kualifikasi sebagai

berikut;

U Memahami dokumen pengadaan dan seluruh tahapan pekerjaan.

2l Menguasai informasi/kondisi lapangan dan lingkungan di lokasi

pekerjaan.

3) Memahami dan menguasai berbagai metode pelaksanaan dan
mengetahui mana yang paling efisien.

4) Tidak pernah terlibat pelanggaran kode etik profesi.

5) Diutamakan yang telah mendapatkan pelatihan mengenai

pengadaan barang/jas4 termasuk pembuatan I penyu sunan H PS.

Kerangka Acuan Kerja {KAK) d ,HP$.-digunakan sebagai acuan dalam

evaluasi penawaran, klarifikasi,Aan.nggosiasi d"ngrn calon penyedia

Dimungkinkan adanya perbedaan hasil'negosiasi terhadap I(AK dan HPS

seperti kualifikasi, jr:rnlah penggq :tenaga ahli.

2. Pelaksanaan Pengadaan'BaranglJasa t, i

Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa :

a. Pengguna Anggaran {'PA }. ,

Tugas dan Kewenangan P€ngguna:Angaqanr :

1) Melakukan tindakan yang: mengakibatkan pengeluaran anggaran

belanja;

2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas ilnggaran

belanja yang telah ditetapkan);
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3) Menetapkan perencanaan pengadaan;
4) Menetapkan dan mengumumkan RUp
5) Menetapkankonsolidasipengadaanbarang/jasa;

6) Menetapkan penunjuk rangsung untuk tender/seleksi urang gagar;
7) Menetapkan ppK;

B) Menetapkan pejabat pengadaan;

9l Menetapkan pjpHp/ppHp;

10) Menetapkanpenyelanggaraswakelola;

11) Menetapkan tim teknis;
12) Menetapkan tim juriltim ahli untuk pelaksanaan melalui

sayembara/kontes;

13) Menyatakan tender gagal/seieksi gagal; dan

l+) Menetapkan pemenang pemilihan lpenyedia unhrk rnetode
pemilihan:
a) Tender/Penunjukan Langsung /E-purchasing untuk untuk

paket pengadaan baranglpekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan nilai pagu A+ggaran paring sedikit di atas Rp.

100.00O.000.000,- (seratus milyar rupiah);
b) seleksi/Perytiukan, unf,ukrpaket pengadaan Jasa

Konsultansi dengan Nilai pagu Anggaran paring sedikit Rp

1 O.0O0,00O.OO$, - Fi uh lnilvar nrpiah).
15) Pengguna Anggaran d41!a.t melippahkan,kerrenangan sebagaimana

d,imaksud pada .rgk l' tt5 pai*ngqn angka 6 kepad.a Kuasa

Pengguna Anggarafl. 
,

a. Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ).

1. Kuasa Pengguna Angryrerl "berwensgg me4jawab Sanggah Banding
Peserta Tender Pekerjaan.]qs$s.qqk$i; , . .',, : 

r"

2. Kuasa Pengguna Anggaran dapat rnenrlgaskan PPK untuk melaksanakan

kewenangan yang terkait dengan :

a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran allggaran

belanja: darl/atau;
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b) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran
belanja yang telah ditetapkan.

3. Kuasa Pengguna Anggara dapat di bantu oleh Pengelola pengadaan

Barang/Jasa;

4. Dalam hal tidak ada personel yang dapat dituqiuk sebagai ppK, Kuasa
Pengguna Anggaran dapat merangkap sebagai ppK.

c. Pejabat Pembuat Komitmen (ppK).

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Memiliki integritas dan disiplin;
2) Menandatangani Fakta Integritas;

3) Memiliki Sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK. Dalam
hal dapat terpenuhi, Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan

4) Berpendidiin paling rendah Saqana Strata Satu (S1) atau setara. Dalam
hal tidak dapat terpenuhi, persyqratan Strata Satu (S1) dapat diganti
dengan paling rendah'g gg!,.1,,tr!/.&1;;,.,,,,,,, , ,

5) Memiliki kemampuar+, manaje.rial l; 3 sesuai dengan ketentuan
perudang-undangao'...l'...,....]......'.]..,'.

PPK dilarang mengadakan: ikatan: perjaqiian: atau .rnenandatangani Kontrak
dengan Penyedia Barang/Jasa qpaAila belu,rn tersedia anggaran atau tidak
cukup tersedia anggaran.,,I4ng...d,.,.rcen$akibatkan dilampauinya batas

anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

T\rgas pokok Pejabat Pembuat'Komitmer,r, dala+.pengadaan barang/jasa

adalah:

a. Men5rusun rencana pengadaan;: ,. , .

b. Menetapkan spesifrkasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK[

c. Menetapkan rancangan kontrak;

d. Menetapkan HPS;
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e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

g. Menetapkan tim penduhtg;

h. Menetapkan tim tenaga ahli;

i. Melaksanakan E-purehasing untuk nilai paling sedikit diatas

Rp.200.000.00O,- (dua ratus juta rupiah);

j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

k. Mengendalikan Kontrak;

1. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA

dengan berita acara penyerahan;

n. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

o. Menilai kinerja Penyedia.

d. Pejabat Pengadaan.

Pejabat Pengadaan dalam pengad.aan barangljasa memiliki Tugas sebagai

a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaaa Pengadaan Langsung;

b. Melaksanakan persiapan dan,felakSgllan Penunjukan Langsung untuk

pengadaan Barang/Fekerja Kqns$q$!/J4sa. Lainnya yang bernilai

paling banyak Rp.200.O00.000,- (dua ratus juta rupiah);

c. Melaksanakan prrsiapan danpelqke44an P-enuujukan Langsung untuk

pengadaan Jasa Konsu ' -"@ bernilai paling banyak

Rp.100"000.000,- (seratusirr't*' ,'.t' ' ' l

d. Melaksanakan e-purclmsing yang bernilai paling banyak

Rp.2OO.OO0.0OO,- (dua ra"tus juta rup.iahl ' ' '

Pejabat Pengadaan dilarang duduk'sebagai :

a) PPK;

b) Pejabat Penandatangan SPM;

c) Bendahara; dan
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d) Aparat pemeriksa Instansi pemerintah (ApIp).

Pejabat pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1) Merupakan pengerora pengadaan Barang/Jasa atau ASN/personel

lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi okupasi pejabat pengadaan,
dalam hal belum memiliki sertifikat kompetensi okupasi wqiib memiliki
sertifikat Keahrian Tingkat Dasar di bidang pengadaan Barang/Jasa
sepanjang belum memiliki sertilikat kompetensi paling lambat 31
Desember 2023;

2) Memiliki integritas dan disiplin;
3) Menandatangani Fakta Integritas.

e. Kelompok Kerja pemilihan

1 Kelompok kerja Pemilihan (Po$a Pemilihan) memiliki tugas sebagai
berikut :

I

a. Melaksakan persiapan dan pelaksaan pemilihan penyedia;
b. Melaksanakan persiapan d4n pelakselnaan ,"*i*"r, penyedia untuk

kataiog elektronik; dan,.,,

c. Menetapkan pemenang p"mtt dia untuk metode pemilihan :

1. Tender/Penunjuft4n Langsurrq untut paket pengadaan

Barang/Pekerjaan Kons.truksi/.{@ Lainnya dengan nilai pagu

Anggaran Paling ban5rak Rp,1o.o.oo0.oo0.0oo,- (seratus miliar
rupiah); dan

Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa

Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak

Rp. 1 0. OO0. OOO. O00, - (sepuluh miliar rupiah).

2. Pokja Pemilihan Ueraaggol+Ilqq,q,{riga) orang;

3. Dalam hal berdasarkan pertimbangan komleksitas pemilihan

Penyedia, anggota Pokja Pemilihan dapat ditambah sepanjang

berjumlah gasal;

4. Pol{a Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.
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t. Pejabat/panitia pemeriksa Hasil pekerjaan

1) IiPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekedaan) memiliki tugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paring banyak Rp.20o.ooo.ooo,_
(dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konstruksi yang bernilai paling banyak
Rp. 1OO.O0O.0O0,- (seratus juta rupiah).

2) PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) memitiki tugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paJing sedikit diatas
Rp.2oo.0oo.00o,- (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang
bernilai paling sedikit diatas Rp.100.000.000,- (serarus juta rupiah).

2. Swakeloia.

U Pengertian swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang
dikerjakan sendiri oleh Kementrian /Lembaga/ Perangkat Daerah,
Ke mentria n / Lemb aga / Perangkat Daerah lain, organlsasl
kemasyarakatan" atau kelompok, masyarakat.

2) Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim pelaksana,

dan / atau Tim Pen gawas den ga1}.. tuga,F.,eebagai berikut:

rsaran, rencana kegiatan,
jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.

b) Tim Pengawas m-emiliki tugas melaksanakan nnencatat, mengevaluasi,

dan melaporkan' ra t *t" keqlajuan pelaksanaan kegiatan dan
penyerapan anggaran.

c) Tim Pengawas mecriliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan

fisik maupun admiaistrasi,s.wakelola.

3) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa rrrelalui Swakelola meliputi penetapan

sasaran, penyelenggara Swakelsld, 'Rencana Kegiatan, jadwal

pelaksanaan, dan RAB.

4l Penetapan sasaran pekerjaan swakelola ditetapkan oleh PA/KPA.
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s) Tipe Swakelola terdiri atas:

a) Tipe I yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan

diawasi oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.

b) Tipe II yaifu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh

Perangkat Daerah penanggung jawab anggalan dan dilaksanakan

oleh Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola.

c) Tipe III yaitu Swakelola yang dilaksanakan dan diawasi oleh

Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran dan di laksanakan

oleh Ormas pelaksana Swakelola.

d) Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Perangkat Daerah

penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan dan

dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana

Swakelola.

Yang menetapkan penyelenggara swakelola:

a) Tipe I Penyelenggaraan Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;

b) Tipe II Tim persiapan dan Tirn penqalryas ditetapkan oleh Perangkat

Daerah lain pelaksana'Swakelqla; ' . ,

c) Tipe III Persiapan dan Tim,Pdn-gaw.as ditetapkan oleh PA/KPA serta

Tim Pelaksana ditetapkan o-leh Pirnpinan Ormas pelaksana Swakelola;

d) Tipe IV Penyelenggala S ditetapkan oleh Pimpinan Kelompok

Masyarakat pelaksana Swakelola.

Pelaksanaan swakelola

a) Pelaksanaan swakel,olq !ipe.l-$1${< d.qgatt ketentuan :

1. PA (Pengguna An$garanl/Xpa: (Kuasa Pengguna Anggaran) dapat

menggunakan.,pegawa.perangkat daerah lain dan/atau tenaga

ahli;

2. Penggunaan tenaga ahli tidak boteh melibihi 5O% (1ima puluh

persen) dari jumlah tim pelaksana; dan

3. Dalam hal dibutuhkan pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia

dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor

L6 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-

6)

7)

75



b) Pelaksanaan swakelola tipe II dilakukan dengan :

1' PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sarna dengan perangkat
daerah lain pelaksana swakelola;

2. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim pelaksana
swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama.

c) Pelaksanaan Swakelola tipe III, dilakukan berdasarkan kontrak ppK

(Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pimpinan ormas (organisasi
Kemasyarakatan).

d) Pelaksanaan tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak ppK dengan
pimpinan Kelompok Masyarakat.

Pekerjaan yang bisa dilaksanakan dengan swakelola meliputi :

a- Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan d.an/atau
memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai
dengan tugas dan fungsiK/LID/I;

b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi
langsung masyarakat setempat atau dikelola olehK/L/D/I;

c. Pekerjaan yang dilihat" dari segi besaran, sifat, lokasi atau
pembiayaannya tidak diminati,oleh-]tr€nyedia Barangl Jasa;

d. Pekerjaan yang seear-a rinci,/..{ltaillryL dapat dihitung/ditentukan
terlebih dahulu,'sehinggs...,., apabita..-,dilaksanakan oleh penyedia

Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpasdan dan resiko yang besar;

e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, . seminar, lokakarya atau
penyuluhan; .,,,,;:, ..,;.;,,;.',.,';;.1."., :

f. Pekerjaan untuk proyek,,pereontohan bitat project) dan survei yang

bersifat khusus untuk, pengembangan. tehlologi/metode kerja yang

belum dapat dilaksanakan' g19f1 :Penyedia Bai:ang/ Jasa;

g. Pekerjaan survei, pemprosesaR data,'pezumusan kebijakan pemerintah,

pengujian dilaboratorium, dan pengembangan sitem tertentu;

h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagTK/L/D/I yang bersangkutan;

i. Pekerjaan industri lkeatif, inovasi, dan budaya dalam negeri;
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j. Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan atau
k' Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista, dan

industri almatsus dalam negeri.

Prosedur Swakelola:

a) Pengguna barang/jasa melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan
pengawasan dilapangan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan;

b) Kegiatan perencanaan, meliputi :

(1) Menetapkan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan.
(2) Melakukan perencanaan teknis yang akurat untuk menyiapkan

metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana kebutuhan
tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan.

(3) Menyusun rencana kebutuhan tenaga, bahan serta peralatan secara

rinci dalam jadwal kebutuhan tenaga, bahan dan peralatan yang

sesuai dengan kebutuhan dan dijabarkan ke dalam rencana kerja
bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian.

(4) Menyusun rencana total kebutuhan biaya secara rinci dalam rencana

kebutuhan biaya bulanan, biaya mingguan dan biaya harian.

c) Pelaksanaan fisik dan pengawasan lapangan, meliputi:

1) Pengawasan pekerjaan dilapangan dilakukan oleh petugas/personil

yang ditunjuk,.oleh Pi na ,barang/jasa berdasarkan rencana

2) Pembayaran upah ::tenaga .,, keqja dilakukan secara harian

berdasarkan daftar hadii kerja atau dengan cara upah borongan.

3) pengadaan bahan,,daa.p-erglal,an,.,.suku cadang dilakukan dengan

cara pe lelang4r r.., pemitihan.la8gsun g atau pe nunj u kkan lang sun g.

4l Pengiriman bahan dapat dilakukqo secara bertahap sesuai dengan

kebutuhan dan kapasitas' penyimpanan.

5) Penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat setiap hari

dalam laporan harian.
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4.

5.

6) Pencapaian target fisik pekeq'aan lapangan dicatat setiap hari dan
dievaluasi setiap minggu agar dapat diketahui apakah dana yang
dikeluarkan sesuai dengan target yang dicapai.

d) Laporan, meliputi:
Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan
dilaporkan oleh pelaksana rapangan/pelaksana swakelola kepada
pengguna barang/jasa setiap bulan.
Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap
bulan oleh pengguna barang/jasa kepada Bupati.

Pengumuman Pengadaan Barang / Jasa.

Pengumuman pengadaan barang/jasa dilakukan melalui spsE, dan dapat
ditambahkan dalam website Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, papan
pengumuman resmi untuk masyarakat, danf atau media lainnya.
Bentuk Kontrak terdiri atas :

1) Bukti pembelian/pembayaran

Bukti pembelianlpembayaran merupakan dskumen yang digunakan
sebagai pernyataan tagihan yang har14s dibayar oleh ppK untuk
Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paring banyak
Rp.10.000.000,* {sepuluh'.,,...j.11p, rxpiah). Contoh bukti
pembelian/pembayararr rnt: ,iaur. r/bo-nlinvois, setruk, dan nota
kontan' 

r't 
' 'lt 't 

lt'

2l Kuitansi :, - ,..','
Kuitansi merupakan'dokrirnefl"tbhg adikan sebagai tanda bukti
transaksi pembayaran '..:y ..,rridi{fildatangani oleh penerima

uang/Penyedia dengan berbagai ketentuan pembayaran untuk
Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak

Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta. r,up-iah1,. 
i 

"''
3) Surat Perintah Kerja

Surat Perintah Kerja merupakan perjanjian sederhana secara tertulis

antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat

hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban, Surat

Perintak Kerja digunakan untuk :
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1) Perngadaan Jasa Konsurtansi dengan nilai paling banyak
Rp. 1O0.0OO.OOO,- {seratus juta rupiah) ;

2) Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nil;ai paling sedikit
diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) samapai dengan
nilai paling banyak Rp.2oo.ooo.oo0,- (dua ratus jura rupiah); dan

3) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

4l Surat Perjanjian

Surat Perjanjian rnerupakan perrryataan secara tertulis antara kedua
belah pihak tentang sesuatu perbuatan yang memiliki akibat hokum
untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat Perjanjian
digunakan untuk:
1) Pengadaan Barang /Pekeqaan Konstruksi/Jasa Lainnya nilai paling

sedikit diatas Rp.200.000.00O,- (dua ratus juta rupiah); Oan

2l Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas
Rp. 1OO.00O.O0O,- (seratus juta rupiah).

5) Surat Pesanan

surat Pesanan merupakan bentuk perjaqiian dalam pelaksanaan

melalui toko daring.

untuk pengadaan bararlg/jasa:terte1,: g rnembutuhkan pengaturan

Kontrak yang lebih' rincil l4taq diprerlukan/dipersyaratkan secara

administrative dalam oroses,,:pembqyaran maka Surat Pesanan dapat

ditindaklanjuti dengaa su Perintah Kela atau Surat Perjanjian.

6) Surat perjanjian/kontrak ditaada,14gg,q4! oleh Pejabat Pembuat komitmen

dengan pihak Penyedia/Vendor;

7) Penerimaan PekerjaanlBarang dilaksanakan setelah Pemeriksaan

kelengkapan adminis i P,en_gad+q$.o1"6,ffPHP/PPHP yang dituangkan

dalam berita acara pemeriksaan administrasi pengadaan serta diperiksa

dan diuji coba oleh PPK yang selanjutnya di tuangkan dalam berita acara

pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan.
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8) Pembayaran hanya dapat dilakukan apabiLa dilampiri dokumen-dokumen
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

:.ti itrri: l-:lrr.::l

' :-i i ;
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 3S TAHUN 2O2A

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O

PERTANGGUNG JAUIABAN PELAITSAJ{AAN APBD

Bentuk pertanggungiawaban pelaksanaan APBD adalah laporan

Keuangan. Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenal

posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan. fuuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kine{a keuangan

suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para penggqna dalam membuat

dan mengevaluasi keputusafl mengenai alolqqi, surnber daya.

Secara spesifik trfiu4n lqporan keuangan pemerintah daerah adalah

untuk menyajikan informasi.yang ber,gt+ria.,.gntuk pengambilan keputusan dan

untuk menunjukkan akuntabjlitag-'e.ntitas'p$lAporan atas sumber daya yang

dipercayakan kepadanya.,'l';''1':"';'1:'::;''::.':rr::'"'

Pembuatan Laporan rruangan di1& oleh masing-masing SKPD.

Selanjutnya laporan keuaagan teisetlut,,,Ak& di, konsolidasikan oleh Kepala

Bidang Akuntansi dan Pelaporan B.PKA! i Sub Bidang Pelaporan dan

menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Oaerah.

A. Pembuatan Surat PertanggungianaUen melafgi.Bendahara Pengeluaran:

l-. Bendahara Pengeluaran rne.lalankaa qencat4ta bukti-bukti pembelanjaan

dana;

2. Daripencatatan ini dihasilkan dokumen sebagai berikut;

a. Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran;

b. Buku Pembantu Simpanan/Bank ;
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c. Buku PeIrrbantu Pajak;

d. Buku Pembantu Panjar; dan

e. Buku Rekap Pengeluaran per objek.

3. Berdaserkan 5 (lima) dokumen tersebut ditambah dokumen SPJ

Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Pengeluaran,

dokumen SPJ meliputi:

a. Buku Kas Umum;

b. Ringkasan pengeluaran per rincian objek disertai buktibukti yang sah;

c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH; dan

d- Register penutupan kas.

4. Bendahara Pengeluaran rnenyerahkan SPJ Pengeluaran kepada Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPK) - SKPD,

Bendahara Pengeluaran juga harus menyerahkan SPJ pengeluaran kepad,a

Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya;

5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD memverifikasi SPJ

6. Apabila disetujui, Pejabat- Penatausahaan Keuangangan (ppK)-sKpD

menyalnpaikan SPJ Pengq\arart.Fd#lqpbat trirr8gal 1O (sepuluh) bulan
:-

7. Kepala SKPD mengesahkan sPJ Pengeluaran;

8. Kepala SKPD menyerahkan $urat 'Fengesahan SPJ kepada Bendahara

Pengeluaran;

9. Belanja habis pakai dapat diiaksq r .,berdasarkan kebutuhan sesuai

10. Perjalanan Dinas dilakah?l 'secara selekbif dim, pertanggung jawabannya

dilaksanakan secara semi edcost:yaitu Fega*ral Negeri Sipil atau Petugas

yang melaksanakan perjalanan, dinas diberikan lumsum dan biaya

transportasi, tiket transportasi disertakan sebagai lampiran SPJ.
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B. Dasar Pembuatan SPJ dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu :

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat bukti-bukti transaksi

pembelanjaan dana;

2.Danproses pencatatan ini dihasilkan dokumen sebagai berikut;
a. Buku Kas Pengeluaran Pembantu;

b. Buku Pajak PPN/PPh Pembantu; dan

c. Buku Panjar Pembantu.

3. Berdasarkan ketiga dokumen tersebut Bendahara Pengeluaran Pembantu

membuat SPJ Pengeluaran Pembantu, dokumen SPJ Pembantu meliputi:

a. Buku Kas Umum;

b. Buku Pajak PPN/PPh Pembantu; dan

c. Bukti pengeluran yang sah.

4. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyerahkan SPJ Pengeluaran

Pembantu kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 (lima)

bulan berikutnya;

5. Bendahara Pengeluaran memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisa

SPJ Pengeluaran Pembantu; dan . 
l

6. Setelah disetujui, Beadahara P..engeluaran ' akan menggUnakan SPJ

Pengeluaran Pembantu'dalam Brbseslffmbuatan: SPJ.

g. Lampiran yang harus dipenuhi; ntuk pe&$ahan SPJ secara

,,m,m i 
'-, :.:,..' , , ,,,,,,

'.'...i'.........'1.Catatantransaksi;'..]i..]:::
2.Jurna1i.:...:,:'..,i.:j..::l].'..:i:,l.lil:.'.:.']

4. Daftar saldo;

S.Neraca; ':'
6. Surplus/defisit;

7. Arus Kas;

8. Perhitungan anggaran; dan

9. Dokumen.
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h. Lain-lain.

1' Penerima hibah bantuan sosial dan bantuan keuangan merupakan objek
pemeriksaan oleh pemeriksa fungsional baik internal maupun eksternal.

2. Apabila terjadi sisa anggaran dari pengadaan barangliasa maka sisa
anggaran tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah;

3- Harus dihindari penggunaan sisa anggaran pengadaan barang/iasa
dengan melalui adendum;

+- Perencanaan alokasi anggaran harus dihitung untuk keperluan I (satu)
tahun anggaran;

5' Dalam hat terjadi ketidaksesuaian antara DpA dengan pelaksanaan
kegiatan, PPK-SKPD berkewajiban melakukan pemindah bukuan untuk
disajikan dalam CALK (catatan Atas Laporan Keuangan) untuk
selaqiutnya dilaporkan kepada ppKD selaku BUD;

6' Setiap transaksi belanja modal harus dilakukan kapitalisasi dan
dilaporkan dalam laporan aset kepada Bidang Aset Daerah BpKAD dan
secara fu ngsional ager. qeqy. 4r4p.qikaq Laporqp P.ertanggrrngiawaban {spJ}
kepada Bidang Akuntansi daa peraporan BpKAD up" Kepala sub Badang
Pelaporan sesuai Perattlran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ?ahun 2AA6
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomcr 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

7. Laporan Pertanggungiawaban {SPJ} agar diverifikasi dan ditatausahakan
sesuai Peraturan tsupati Barito Selataa Nomor 2O Tahua 2A74 tentaag
Sistem Akuntasi Berbasis Akflral pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Barito Selatacr dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2A:r4
tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Barito Selatan.
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR JS TAHUN 2O2A

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGAMN 2O2O

PENGENDALIAN APBD

Pengendalian dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai
perencanaan yang telah ditetapkan dan dapat tepat waktu, tepat mutu,
tertib administrasi, tepat sasaran serta tepat manfaat.

Dalam Tahun Anggaran 2A2A, fungsi pengendalian yang lebih
diperhatikan dar,r d,ftinskatkan bobotnya dengan pertimbangan sebagai

berikut: :

1. Dimensi waktu anggara.n yang normal terbatas yaitu 12 (dua belas)

bulan;

2. Disiplin anggaran ry sel@ini Anderung banyak diabaikan; dan

3. Yang terpenti*g,,:*d*1"S,..r,,h r"1{ ,akan adanya sesuatu

perubahan perbaikkarr dalam kehidu di'daerah saat ini.
, ' ,,,'ttt,',t 

'

A. PENGENDALIAN UMUM ,ri:i,::: ,, ,::,:,, .:::.:....::

1. Pengendatian u m.idjl,,p:Eg t"-qap, semua kegiatan yang

bertujua+ ntuk:'.r.''"' r1r:r:

a. mengarnati secara terus mengnrs bagaimana hasil guna dan

daya keseluruhan kegiatan; dan

b. mengamati penggrnaa*:-ixrmber dana dan daya oleh sehrruh

kegiatan agar sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan.

2. Pengendalian umum dilakukan sebagai berikut:

a. mendapat laporan bulanan/triwulan/semester sebagai umpan

balik;
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b. mendapat Surat Pertanggung Jawaban setiap bulan;
c. mengadakan pembinaan terhadap bendahara;
d. mengadakan peninjauan lapangan secara periodik;

e. mengikuti terrs menerus umpan balik dan hasil peninjama.
lapangan untuk mengetahui apakah pelaksanaan seluruh
kegiatan pembangunan masih relevan dengan tujuan dan

sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; dan

f. mengadakan Forum/Rapat Koordinasi SKPD secara periodik

untuk memantau perkembangan, hambatan dan capaian serta

tindak lanjut pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan.

3. Pengendalian umum dilakukan Bupati dibantu oleh:

a. Kepala BAPPEDA selaku pengendali fungsional

programfkegiatan dalam rangka pencapaian sasaran umum

pembangunan;

b. Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan selaku pengendali

administrasi keuangan dalam rangka efesiensi dan efektilitas

pengeluaran anggaran;

c. Sekretaris Daerah nrelalui 'Asisten Perekonomian dan

Pembanguna+. selaku,. ngeadali administrasi dan operasional

program/ke-giafan,,.-,';.sre1A$!i4*4rr pengendalian dan

pemantauan,'tentang,, peqgpndalian pelaksanaan administrasi

kegiatan d4q.opera3ipnal kegratan; ' 
,

d. BPKAD selqku koordinator,,::: pendapatan dalam rangka

mengendalikendat'sre,ng -liarrpendapatLan;

e. Inspektorat selaki Apar t,P,engawqs Internal Pemerintah (APIP)

dalam rangka,'pengeadalian,ratas kepatuhan pada Peraturan

Perundang-undangan; dan

f. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
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B. PENGENDALIAN KEGIATAN

1. Pengendalian dilakukan terhadap semua kegiatan yang diproyeksikan

dalam pengadaan barang/jasa baik yang dilaksanakan secara

kontraktual maupun swakelola yang bertujuan untuk :

a. mengikuti, mengamati dan menyesuaikan kemajuan kegiatan secara

terus menerus bagaimana hasil guna dan daya guna kegiatan; dan

b. mengamati agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tqjuan biaya

dan jadwal yang direncanakan.

2. Pengendalian dilakukan dengan cara:.

a. Mendapatkan laporan sebagai umpan balik; dan

b. Mengadakan peninjauan lapangan dengan tujuan :

1) untuk mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan,

2) untuk menguji kebenaran laporan yang diterima.

3. Pengendalian dilakukan Sekretariat Daerah melalui:

Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku Pengendali Kegiatan

disamping sebagai Pengendalian Administrasi dan Operasional

a. BAPPEDA sebagai Pengendali Sasaran Fungsional Program Kegiatan;

b. BPKAD sebagai Pengendak., ,Adn-rinistrasi Keuangan Operasional

c. Kepala SKPD sebag.ai Pengendali Teknis dan Administrasi semua

program I kegiatan di SKPD,masing-masing;

d. Untuk SKPD yang belum,.merrrpunyai tenaga ahli konstruksi, maka

dalam pengendalian,teknisnia dib.antu Dinas Teknis.

4. Pengendalian Kegiatan Peqialanan Dinas.

Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penggunaan dana perjalanan

dinas yang dibiayai oleh-, program/,kegiatan, maka Surat Perintah

Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran.
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Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan
daerah, pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan akuntabilitas
penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran
dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata
(af cosf) sekurang-kurangnya untuk pertanggungiawaban biaya transport
dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat opaket".standar

satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas,

SPPD ditandatangani oleh:

a. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat
kedudukan dengan atasan langsungnya ; dan / atau

b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat
tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat
yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/ perintah
atasannya.

Da]am rangka pelaksanaan Pengendafian' pembangunan Daerah, setiap
SKPD wajib menyusun laporan dalarn bentuk laporan kemajuan kegiatan

I perkembangan pencapairan targeJ kegiatan kepada BAPPEDA, Asisten
Perekonomian dan Pembangun ,&.kretaris Daerah dan Inspektorat.

Laporan tersebut..di atas.rbaik yalig..bersum.ber dari ApBD maupun
APBN termasuk di dalqmn *, adalah.:kgiatan.kegiatan yang berkaitan

dengan dana dekonse-ntrasi n tugas pembantrran-

Laporan disampaikan sehrnbat'l#batnya tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.

Dalam rangka,penger,rdalianl,, BAPPE-DA dan .Asisten Perekonomian

dan Pembangunan Sokretaris Daerah akan melakukan monitoring

kegiatan-kegiatan secara berkala.
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C. EVALUASI TAHUNAN.

EvaluasipelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahyang

dana pelaksanaannya dilaksanakan oleh SKPD terkait setelah berakhirnya

tahunanggaranyangbersangkutan,denganmasukarrutamaberupa
laporan pelaksanaan dan temuan-temllan rnonitoring, pelaksanaan' serta

berorientasi pada identifikasi hasil-hasil n,yata dari pelaksanaan

program/kegiatan yang selanjutnya merupakan Laporan Pertanggung

Jawaban SKPD kepada Bupati yang selanjutrrya sebagai bahan Pertanggung

Jawaban BuPati kePada DPRD'

Hasil evaluasi menjadi pedoman atau acuan untuk menilai sejauhmana

tujuan dan sasaran pemberian dana dan pelaksanaan program telah

tercapai.

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut harus tercermin dalam tolok

ukur sebagaimana tersebut diatas'

Evaluasi dilaksanakan terhadap kontrak kinerja Kepala SKPD

uk menilaidenganBupatid.anhasilevaluasi(rapor)digunakanunt
keberhasilan atau kegagalan Kepa1a SKPD'

Untuk meningkatkan profesio:ra1i+@,dan kinerja kegiatan yang lebih

efisien d.an efektif, sangat dleeil n-langkah-1angk'h strategis dalam

konsisten,Lbinaan, pellgqnda$an :43s"rpsng1Y1!an, *""*1

sehingga dalam pelakSAfraan,,'kigratan,dapat benar-benar terukur dari

Hal ini perlu segera dilaku-@nu t p*4a saat ini sedang terjadi

tuntutanakanperlunya.Peflrbahart..prqdigrya'dQnreorientasikearah
pemberdayaan ekonorni .iaLyat yang,'1ebih,,,,f**emperhatikan masalah

transparasi, akutabilitas da4 kinerja dtST p€nrgelolaan keuangan publik-

Langkah-langkah yang perlu, diperhatikan' adalah sebagai berikut:

1. penilaian kelembagaan untuk optimalisasi sinergi perencanaan,

pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan;
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2" Peningkatan kapabiiitas dan kapasitas keg'a sDM para pengelcla
kegiatar:., sehingga memiiiki keahlian dan ketrampilan yang inentadai;

3" Keterlibatari rnasyarakat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan
kegiaten melatrili sosialisasi dan iirformasi secara lebih transparan dan
akomodatif;

4" sistem pengendaliac internal perlu dioptirna]kan sehingga marnpu
mendukung penyeienggaraarx pemerintahan daerah yang lebih baik.
Pelaksanaan pengawasan secara fu ngsiona-l d,itr"akr:.kan cleh Inspektorat.

E. PEI,APORAN

Peiaporan merupakan su.atu alat pengend.aiian yang dituangkan
dalarn bentuk instrument yang harus ditennpuh dan dilaksanakan baik
sejak kegiatan berjaian atau berlangsung maupun sampai akhir
pelaksanaan kegiatan.

Pelaporan dapar juga sebagai pertanggungjawaban terhadap
pengelolaan dana kegiatan, guna memberikan inforrnasi tentang kinerja
pengelolaan ii 'pemerintah Kabupaten Barito Setratan ="U.s*i bahan
naasukan pen3flf surlan kebij akan di pusatl provinsi.

F- PENUTUP"

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah rahun Anggaran 2oza ini rnerupakan petunjuk bagi
SKPD dalarn pelaksanaan anggaran/kegiatan yang rnenjadi
kewenangannya.

Hal-tla1 yang tidak diatur da-1am Pedoman Pelaksa::raan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah rahua Anggaran 2oz* ini, tetap
berpedoman pada ketentuan Ferafuran Perundang-undangan.

J\w.Jo Se
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